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MOTTO 
 
 
 
 
“Educating the mind without 
educating the heart is no education 
at all” - Aristotle 
 
 
 
“Better late than never…”  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح h}a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
  ix 
  
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Z|ukira 
3. بهذي Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
  x 
  
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
   Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حول  Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
  xi 
  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور 
Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul 
at}fa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
  xii 
  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuz|una 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhammdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
 
Nadia Farikhati, NIM 142111104, “ANALISIS MAS}LAH}AH 
MURSALAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DEPOSITO 
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR 
JASA KEUANGAN”.  
Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah perlindungan bagi 
konsumen atau masyarakat yang menempatkan dananya di pelaku usaha jasa 
keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis 
mas}lah}ah mursalah terhadap perlindungan konsumen produk deposito 
perbankan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer kualitatif dengan menggunakan 
sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari 
peraturan-peraturan perbankan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari 
berbagai literatur buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun internet dengan teknik 
dokumentasi. Penilitian ini menggunakan teknik deskriptif normatif dalam 
menganalisis data-data yang diperoleh.   
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aspek perlindungan konsumen menurut 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah aspek transparansi, aspek perlakuan yang 
adil, aspek keandalan, aspek kerahasiaan dan keamanan data/informasi, serta 
aspek penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen. 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah sesuai dengan syarat-syarat 
kemaslahatan, yaitu mengandung suatu kemaslahatan yang hakiki, merupakan 
kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.  
 
 
Kata kunci: mas}lah}ah mursalah, perlindungan konsumen  
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ABSTRACT 
 
 
Nadia Farikhati, SRN 142111104, “MASLAHAH MURSALAH  ANALYSIS 
TOWARD DEPOSITS CONSUMERS PROTECTION ACCORDING TO 
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 
1/POJK.07/2013 ABOUT CONSUMERS PROTECTION OF FINANCIAL 
SERVICES SECTOR”.  
The consumer protection of the financial services sector is the protection for 
consumers or the public that places their funds in the financial services business. 
This research was conducted to find out how the maslahah mursalah analysis 
toward consumer protection of banking deposit products appropriate with the 
Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 about 
Consumer Protection of Financial Services Sector.  
This research includes the type of qualitative literary research by using 
secondary data sources that consist of primary legal materials that obtained from 
banking regulations. And secondary legal materials that obtained from various 
literature books, scientific journals, articles, and the internet with documentation 
techniques. This research uses normative descriptive technique in the analyzing 
data obtained. 
The result of this research is that the aspect of consumer protection 
according to the Regulation of Financial Services Authority Number 
1/POJK.07/2013 about Consumer Protection of Financial Services Sector.  
Consumer Protection of Financial Services Sector is an aspect of transparency, 
fair treatment aspects, aspects of reliability, aspects of confidentiality and 
information security, as well as aspects of handling complaints and resolving 
consumer disputes. 
The Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 
about Consumer Protection of Financial Services Sector have appropriated with 
the terms of benefit which contains an essential benefit which is a public interest 
and not contrary to Islamic law. 
 
 
Keywords : maslahah mursalah, consumer protection 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan 
perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 
berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 
Oleh karena itu, masyarakat tidak akan lepas dari dunia perbankan jika hendak 
menjalankan aktivitas keuangan, baik untuk perorangan maupun lembaga, baik 
sosial atau perusahaan.
1
 Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin 
dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya saat ini. 
Menurut Kasmir, pemahaman masyarakat Indonesia tentang bank masih 
minim. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam 
dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali 
belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering 
diartikan secara keliru.
2
 Hal itu dapat dipahami karena pengenalan dunia 
perbankan terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan 
keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelola 
perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.
3
   
Salah satu contoh kurangnya pemahaman pengelola perbankan dalam 
memahami dan mengelola perbankan secara utuh adalah kasus pembobolan 
                                                             
1 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2. 
2 Ibid.  
3 Ibid., hlm. 3.  
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BTN pada awal tahun 2017. Kasus pembobolan bank tersebut bermodus 
pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri. Kasus 
pemalsuan deposito tersebut telah membuat rugi dana nasabah sebesar 255 milyar. 
Terdapat satu nasabah individu dan empat nasabah institusi yang dirugikan, yaitu 
PT Surya Artha Nusantara Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, Asuransi 
Umum Mega, seta Global Index Investindo.
4
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, 
tugas dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidik 
segala kegiatan di lembaga jasa keuangan, menilai bahwa BTN telah melanggar 
prinsip kehati-hatian dalam perbankan. BTN disebut melanggar aturan internal 
perbankan dikarenakan mengizinkan pembukaan rekening di kantor kas, memberi 
layanan pembukaan rekening tanpa tatap muka, dan pengendalian internal tidak 
berjalan.
5
  
Kasus pembobolan tersebut tentunya dapat mempengaruhi kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan pada umumnya dan menurunkan 
kinerja bagi lembaga jasa keuangan yang berkaitan. Padahal lembaga perbankan 
adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari 
masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak 
akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.
6
 Tidak berlebihan bila 
                                                             
4
 Anisah Novitarani, dkk, “Cerita Kasus Pembobolan Bank BTN”, Tribunnews.com, 20 
Maret 2017: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/20/cerita-kasus-pembobolan-bank-btn, 
(diakses 22 Januari 2018).  
5 Desy Setyowati, “OJK Temukan 3 Pelanggaran BTN Terkait Kasus Bilyet Deposito Palsu”, 
Katadata News and Research, 30 Maret 2017: https://katadata.co.id/berita/2017/03/30/kasus-
bilyet-deposito-palsu-ojk-sebut-sederet-pelanggaran-btn, (diakses 20 Februari 2018).  
6 Ibid. 
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dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat 
dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat. 
Saat ini telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan 
konsumen pada umumnya, maupun konsumen pada sektor jasa keuangan. Hal ini 
dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bagi masyarakat yang 
menggunakan layanan lembaga jasa keuangan (nasabah perbankan).
7
 Selanjutnya 
pemerintah membentuk suatu lembaga yang salah satu tujuannya adalah untuk 
menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu 
lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya diatur dengan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).    
Dalam hal perlindungan kepercayaan masyarakat, OJK mengeluarkan 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 serta 
Pasal 31 UU OJK.
 8
 Jika dikaitkan dengan kasus pembobolan BTN di atas, salah 
satu contoh usaha OJK dalam memberikan perlindungan konsumen kepada 
nasabah yang dirugikan adalah dengan memberikan fasilitas pengaduan konsumen 
bagi konsumen yang dirugikan, serta mempertemukan konsumen dengan lembaga 
jasa keuangan yang bersangkutan untuk mengkaji ulang permasalahan sebagai 
bentuk pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.     
                                                             
7 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 145.  
8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.  
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Dalam kehidupan sekarang, khususnya tiga dasawarsa terakhir, hukum Islam 
terutama di bidang keperdataan (mu’amalah) semakin mempunyai arti penting, 
terutama dengan lahirnya apa yang disebut dengan ekonomi, perbankan, dan 
asuransi yang sangat erat kaitannya dengan hukum mu’amalah. Perkembangan 
institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong pengembangan fiqh 
mu’amalah (hukum ekonomi syariah) sebagai landasan yang memberikan 
kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar’i.9  
Allah mensyari’atkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, 
sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam 
rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, menurut para 
ulama us}ul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. 
Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Seorang hamba akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara 
kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya ia akan memperoleh kemafsadatan 
manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.
10
   
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai perlindugan 
konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi 
konsumen serta agar terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi konsumen. 
Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan 
yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemalsuan, maupun tindakan-tindakan 
lain yang bersifat merugikan konsumen.  
                                                             
9 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 
hlm. 120.  
10 Akmaludin Sya’bani, Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, “Maqashid al-Syari’ah sebagai 
Metode Ijtihad’, Vol. 8, No. 1, (Januari: 2015), hlm. 128.   
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Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 
‘illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian 
tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni 
suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan 
suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-mas{lah{ah al-mursalah. 
Sehingga mas}lah{ah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama dari 
mas}lah{ah al-mursalah  adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari 
kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.
11
  
Al-Ghazali menyatakan, setiap maslahah yang kembali kepada pemeliharaan 
maksud syara’ yang diketahui dari Al-Qur’an, sunnah dan ijma’, tetapi tidak 
dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode 
qiyas, maka dipakai al-mas}lah{ah al-mursalah. Jika memakai qiyas, harus ada 
dalil asal. Cara mengetahui maslahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari 
beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Qur’an, sunnah, qarinah-qarinah 
maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu, cara penggalian maslahat seperti itu 
disebut al-mas}lah{ah al-mursalah. Artinya terlepas dari dalil-dalil secara khusus, 
tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara’.12   
Tujuan mas}lah{ah al-mursalah adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. 
Begitu juga dengan peraturan tentang perlindungan konsumen secara umum 
maupun dalam perbankan. Kaitannya antara peraturan tentang perlidungan 
konsumen yang dikeluarkan pihak otoritas dengan mas}lah{ah al-mursalah 
                                                             
11 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.  
12 Ibid., hlm. 119.  
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terdapat pada tujuan yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk memberikan 
kemaslahatan bagi manusia. Sehingga diharapkan dapat mencegah tindakan-
tindakan yang merugikan maupun menyulitkan konsumen serta memberikan 
payung hukum yang jelas mengenai perlindungan konsumen bagi masyarakat.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana aspek perlindungan 
konsumen menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam hal produk deposito perbankan. 
Kemudian bagaimana analisis mas}lah{ah al-mursalah terhadap perlindungan 
konsumen dalam produk deposito perbankan tersebut sesuai dengan Peraturan 
OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
Keuangan dengan judul “Analisis Mas{lah}ah Al-Mursalah  Terhadap 
Perlindungan Konsumen Deposito Menurut Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu: 
1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh OJK dalam 
hal produk deposito perbankan menurut Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan? 
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2. Bagaimana analisis mas}lah{ah al-mursalah terhadap upaya perlindungan 
konsumen yang diberikan oleh OJK dalam hal produk deposito perbankan 
menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 
analisis mas}lah{ah al-mursalah terhadap upaya perlindungan konsumen yang 
diberikan oleh OJK dalam hal produk deposito perbankan menurut Peraturan OJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini 
adalah: 
1. Mengetahui konsep perlindungan hukum bagi konsumen sektor jasa 
keuangan yang diberikan oleh OJK dalam hal produk deposito perbankan 
menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
2. Mengetahui bagaimana analisis mas}lah{ah al-mursalah terhadap upaya 
perlindungan konsumen yang diberikan oleh OJK dalam hal produk deposito 
perbankan menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
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D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, umumnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritik, yaitu sebagai wacana untuk memperoleh pengetahuan dan 
wawasan yang berkaitan dengan teori maslahah mursalah serta perlindungan 
konsumen sektor jasa keuangan.  
2. Manfaat praktis, dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai 
bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap perlindungan konsumen pada 
produk deposito sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Mas}lah{ah al-Mursalah  
Mas}lah}ah (  ةَحَلْصَم)  berasal dari kata s}alah}a  ( َحَلَص) dengan penambahan 
alif di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau 
“rusak”. Mas}lah}ah adalah mas}dar degan arti kata s}alah}un  (  حَلَص) yaitu 
manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.
13
  
Secara etimologis, kata mas}lah}ah adalah kata benda infinitif dari akar kata 
s}aluh}a. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau 
seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara alternatif untuk 
menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk 
                                                             
13 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 
2009), hlm. 200.  
9 
 
 
 
sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan 
untuk kebaikan.
14
  
Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang 
mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap 
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 
menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti 
menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.
15
   
Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama us}ul tentang mas}lah}ah 
adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Beberapa 
definisi yang dikemukakan oleh ulama us}ul yang seluruhnya mengandung esensi 
yang sama, yaitu manfaat. Imam Al-Ghazali meringkaskan definisi mas}lah}ah 
dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya ia berarti “mengambil manfaat dan 
menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’”.16       
Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa 
mas}lah{ah al-mursalah adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash 
khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-
dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat 
dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang 
qat}’i.17  
Mas}lah}ah dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada tiga, yaitu:
18
 
                                                             
14 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 93.  
15 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu …, hlm. 200.  
16 Ibid., hlm. 94.  
17 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih …, hlm. 120.  
18 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.  
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a) Mas}lah}ah D{aru>riyyat, yang dimaksud dalam tingkatan ini adalah 
kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik 
yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan 
manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia 
tersebut. 
b) Mas}lah}ah Hajiyyat, yang dimaksud jenis ini adalah persoalan-persoalan 
yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan 
yang dihadapi. Dengan kata lain, mas}lah}ah ini lebih rendah tingkatannya 
dari mas}lah}ah d{aru>riyyat. Sebagai contoh mas}lah}ah hajiyyat adalah 
dibolehkannya berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, serta 
diperbolehkannya meng-qashar shalat bagi musafir.  
c) Mas}lah}ah Tahsiniyyat, yaitu dimaksud dengan mas}lah}ah jenis ini 
adalah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti 
serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam 
kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta 
rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya, memakai pakaian yang 
indah dan harum dalam beribadah.  
 
2. Perlindungan Konsumen 
Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena 
menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja 
masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku 
usaha juga mempunyai hak yang sama untu mendapatkan perlindungan, masing-
masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan 
mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan 
yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat 
tercapai.
19
  
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
                                                             
19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm. 1.  
11 
 
 
 
konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan payung dari 
semua peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan konsumen. 
Penjelasan undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa: “Di 
samping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya 
bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan 
konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan 
konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi 
kepentingan konsumen”. Oleh karena itu, dalam penjelasan umum disebutkan ada 
23 (dua puluh tiga) undang-undang yang substansinya melindungi kepentingan 
konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
ini juga mengakui undang-undang lain yang akan muncul kemudian sebagai 
bagian dari hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) merupakan salah satu contoh undang-undang yang lahir setelah 
adanya undang-undang perlindungan konsumen yang akan memperkuat sistem 
hukum perlindungan konsumen.
20
  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian mengenai analisis mas}lah{ah al-mursalah terhadap upaya 
perlindungan konsumen yang diberikan oleh OJK dalam hal produk deposito 
perbankan menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini memang bukan penelitian pertama yang 
dilakukan. Namun telah ada penelitian-penelitian lain yang mengangkat masalah 
                                                             
20 Inosentius Ismail, “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), Negara Hukum, Vol. 4, No. 2, (November, 2013), hlm. 156.  
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mengenai tinjauan hukum Islam, perlindungan terhadap konsumen, maupun 
terhadap peraturan perundang-undangan lain, seperti penelitian dalam bentuk 
skripsi yang ditulis oleh Riza Laely Ikayanti yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”.21 Skripsi 
tersebut berisi mengenai bagaimana analisis hukum Islam mengenai perlindungan 
terhadap konsumen  yang melakukan transaksi secara elektronik.  
Hasil dari penelitian tersebut adalah konsep perlindungan konsumen dalam 
hukum positif maupun hukum Islam adalah sama. Keduanya sama-sama bertujuan 
untuk memelihara kesejahteraan masyarakat demi kepentingan umum. Dengan 
melindungi hak-hak konsumen berarti telah menegakkan agama dengan menjauhi 
hal-hal yang dilarang serta sebagai bentuk dalam memelihara harta sesuai dengan 
pokok-pokok kemaslahatan.   
Selain itu, terdapat skripsi yang berjudul “Zakat Usaha Anjing Perspektif 
Maqa>s}id Sya>ri’ah“ yang ditulis oleh Muhammad Al Jabbaru Sholeh.22 Skripsi 
tersebut membahas mengenai bagaimana perhitungan zakat bagi seseorang yang 
memiliki usaha sewa-menyewa maupun jual-beli anjing dengan tujuan mencari 
keuntungan serta bagaimana perspektif maqa>s}id sya>ri’ah dalam melihat hal 
tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah usaha anjing termasuk ke dalam salah 
satu objek dalam zakat karena dianggap usaha tersebut dapat berkembang, akan 
tetapi tidak disebutkan bagaimana pandangan maqa>s}id sya>ri’ah mengenai 
                                                             
21 Riza Laely Ikayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam 
Transaksi Elektronik”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
(2014).  
22 Muhammad Al Jabbaru Sholeh, “Zakat Usaha Anjing Perspektif Maqashid Asy-Syariah”, 
Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, (2016).  
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zakat usaha anjing tersebut maupun bagaimana usaha anjing bisa menjadi salah 
satu objek wajib zakat.    
Kemudian penelitian terbaru dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Rizki 
Shadikin dengan judul “Tinjauan Maqa>s}id Sya>ri’ah Terhadap Sistem 
Keamanan Perbankan Pada Program Branchless Banking (Studi di PT. Bank 
Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta)”.23 Dalam penelitian ini 
penulis tersebut menitikberatkan penelitiannya pada bagaimana maqa>s}id 
sya>ri’ah memandang sistem keamanaan rogram Branchless Banking pada PT. 
Bank Mandiri Tbk. kantor cabang Yogyakarta.  
Hasil penelitian tersebut adalah dengan adanya program keuangan inklusif 
melalui branchless banking ini dapat lebih memaksimalkan fungsi perbankan 
sebagai lembaga intermediasi, lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, 
lembaga pemerataan dan agen pembangunan. Program branchless banking ini 
merupakan suatu sarana yang baik dan harus dapat menjamin sistem keamanan 
perbankan pula yang secara umum masih membutuhkan penyempurnaan agar 
dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia.     
Selanjutnya terdapat penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Lapili 
Fukar dengan judul “Tinjauan Maqa>s}id Sya>ri’ah Terhadap Perlindungan Jiwa 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”.24 
Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan penelitiannya terhadap bagaimana 
                                                             
23 Rizki Shadikin, “Tinjauan Maqâshid Al-syarî’ah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan 
Pada Program Branchless Banking (Studi di PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro 
Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).  
24 Lapili Fukar, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Perlindungan Jiwa dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, Skripsi, Fakultas Syariah 
Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta, (2017).  
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teori maqa>s}id sya>ri’ah meninjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas dalam memberikan perlindungan jiwa kepada 
penyandang disabilitas. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa sesuai teori 
maqa>s}id sya>ri’ah, perlindungan terhadap jiwa (hifz{ an-nafs) dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah terpenuhi. Baik dari tingkat d}aru>riyya>t, 
h}a>jiyya>t dan tah}si>niyyat. 
Perlindungan jiwa terhadap penyandang disabilitas terdapat dalam Pasal 6 
yang mengatur tentang hak hidup bagi penyandang disabilitas; Pasal 20 yang 
mengatur tentang perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas dan Pasal 26 
yang mengatur tentang bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan 
ekploitasi. Kemudian bagi yang melanggar pasal-pasal terdeput terdapat sanksi 
yang diatur dalam Pasal 142, Pasal 144 dan Pasal 145.  
Dari keempat penelitian di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan dengan 
penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian serta analisis 
hukum Islam yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Bahwa penelitian penulis 
akan meneliti mengenai bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan oleh 
OJK sesuai Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam hal produk deposito perbankan kepada 
konsumen sektor jasa keuangan, apabila dalam prakteknya konsumen mengalami 
kerugian dan merasa kecewa atas layanan yang diberikan oleh bank. Kemudian 
bagaimana analisis mas}lah{ah al-mursalah terhadap perlindungan konsumen 
dalam produk deposito perbankan tersebut sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
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G. Metode Penelitian 
Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin 
tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan bahwa 
setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau 
kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Dalam hal ini, penelitian merupakan 
suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis 
maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, 
yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalami segala segi 
kehidupan.
25
  
Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk 
memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-
teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah 
merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara 
metodologis, sistematis dan konsisten.
26
 Untuk mencapai sasaran yang tepat 
dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif literer.  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (literer) kualitatif. 
Seperti yang dikutip oleh Andi Prastowo, menurut Nyoman Kutha Ratna, 
metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan 
datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu 
                                                             
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 3.  
26 Ibid.  
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perpustakaan.
27
 Materi pembahasannya disandarkan pada buku-buku, jurnal, 
artikel, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
serta beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan.   
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, 
seperti melalui dokumen.
28
 Dalam data sekunder tersebut terdapat bahan 
hukum primer serta bahan hukum sekunder.  
Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Peraturan OJK Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 
Kemudian bahan hukum sekunder yang ada dalam penelitian ini bersumber 
dari berbagai literatur baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah 
lainnya maupun dari internet yang semuanya berkaitan dengan penelitan ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam menemukan data-data yang relevan dengan penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik dokumentasi. Telaah dokumen adalah cara 
                                                             
27 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 190.  
28 Ibid., hlm. 211.  
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pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan 
tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku, surat-surat pribadi, 
catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah 
yang diteliti.
29
  
4. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif normatif dalam 
menganalisis data-data yang telah didapatkan. Teknik deskriptif normatif 
yaitu suatu teknik analisis data dengan memaparkan penelitian yang berasal 
dari berbagai analisis bahan pustaka yang kemudian ditarik kesimpulan dari 
analisis tersebut.  
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini bertujuan agar mempermudah pembahasan. 
Penelitian ini terbagi atas lima bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian 
yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.  
Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.  
Bab kedua, adalah bagian dari landasan teori yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu teori tentang mas}lah{ah al-mursalah serta teori tentang 
perlindungan konsumen secara umum.  
                                                             
29 Ibid., hlm. 226.  
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Bab ketiga, adalah bab yang berisi data atau materi yang akan dianalisis 
dengan teori mas}lah{ah al-mursalah, yaitu gambaran umum tentang deposito 
perbankan serta aturan-aturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa 
keuangan.  
Bab keempat¸ memuat tentang hasil analisis mas}lah{ah al-mursalah 
terhadap perlindungan konsumen yang diberikan oleh OJK dalam hal produk 
deposito perbankan menurut Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
Bab kelima, merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG 
MAS{LAH}AH AL-MURSALAH  DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 
A. Mas{lah}ah Al-Mursalah  
1. Perkembangan Teori Mas}lah}ah 
Ulama yang dianggap paling berjasa dalam penyusunan kaidah-kaidah 
penalaran ialah Imam al-Syafi’i (w. 204 H/820 M). Hasil pemikiran Imam Syafi’i 
di bidang metodologi ini dianggap paling sistematis serta sebagai koreksi dan 
penyempurna atas kaidah-kaidah yang disusun dan digunakan oleh Imam Abu 
Hanifah (w. 150 H/767 M), Imam Malik (w. 179 H/795 M) dan para ulama lain 
pada masa itu. Kaidah-kaidah kemudian dilengkapi dan disempurnakan lagi, 
terutama oleh para ulama generasi al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah dan generasi 
Fakhr al-Din al-Razi di abad ke-6 Hijriah, sehingga di tangan mereka itulah 
kaidah maslahah dianggap relatif baku dan sempurna.
30
  
Imam al-Ghazali (w. 505 H/1047 M), yang merupakan murid dari Imam al-
Haramain al-Juwaini, telah menulis suatu bab dalam bukunya Al-Mustas{fa untuk 
membahas otoritas maslahat sebagai pertimbangan penetapan hukum, dan untuk 
menjelaskan mekanisme penggunaannya agar dianggap memenuhi syarat. Al-
Ghazali telah membagi maslahat dari segi pengakuan syara’ menjadi mu’tabarah, 
mulghah dan mursalah; dari segi kekuatannya beliau membagi menjadi 
d}aru>riyya>t, h}a>jiyya>t dan tah}si>niyyat; dari segi kebutuhan makhluk 
                                                             
30 Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9. 
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(yang ingin dilindungi oleh khalik) dibagi menjadi lima, yaitu perlindungan 
agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.
31
   
Menurut beliau maslahat dapat digunakan apabila bersifat d{arurah, 
qat}’iyyah dan kulliyah. Lebih dari itu, maslahah juga harus sejalan dengan 
maksud atau dasar nash dalam jumlah yang relatif banyak serta di dukung pula 
oleh ijma’ dan diproses melalui pencarian dan pembedaan ‘illat. Beliau 
menggunakan istilah istis}lah untuk menyebut kegiatan penalaran yang berupaya 
menetapkan hukum syara’ berdasar pertimbangan maslahat. Terlihat bahwa beliau 
berusaha menyempurnakan bahan yang sebelumnya yang telah diuraikan oleh 
gurunya, namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari penalaran lain, tidak 
boleh sebagai penalaran yang berdiri sendiri.  
Sesudah masa al-Ghazali, upaya menjadikan istis}lahiah sebagai bagian 
penting di dalam penalaran terus berlanjut dan terus mendapat pendukung. 
Setidaknya ada empat nama yang sering dikutip sebagai tokoh yang memberi 
penghargaan relatif tinggi kepada istis}lahiah, yaitu ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam 
(w. 660 H/1209 M), al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), Najm al-Din al-Thufiy (w. 716 
H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H/1330 M), Ibnu Qayyim al-Jawzi (w. 751 H/1350 
M). Menurut mereka, maslahat harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh 
sedemikian rupa dalam kegiatan penetapan hukum, sehingga hasil suatu penalaran 
tidak dianggap sempurna kalau belum mempertimbangkannya.
32
     
Puncak perkembangan dan penggunaan maslahat sebagai prinsip bahkan 
metode penalaran dalam ushul fiqh terjadi di tangan Abu Ishaq al-Sya>t}ibi al-
                                                             
31 Ibid., hlm. 44.  
32 Ibid., hlm. 46.  
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Gharnat}i (w. 790 H/1388 M), yang telah berusaha melakukan semacam 
penyempurnaan dan bahkan pembaharuan. Dalam buku ushul fiqh yang beliau 
karang (Al-Muwafaqat fi Us}ul al-Syari>’ah), beliau berupaya mengaitkan uraian 
tentang maq}a>s}id al-syari>’ah (tujuan syari’at) secara lebih erat dan sungguh-
sungguh, dan menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk kebolehan berijtihad. 
Al-Sya>t}ibi berupaya menguraikan maslahat secara lebih sistematis dan 
komprehensif, yang disebut dengan nama maqa>s}id al-syari>’ah. Beliau 
menjadikan pembahasan tentang maslahat yang dikemas menjadi maqa>s}id al-
syari>’ah ini sebagai bagian penting bahkan paling penting dari us}ul fiqh, dan 
menjadikan kesanggupan memahami dan menemukan maslahat sebagai salah satu 
syarat bahkan syarat utama untuk kebolehan melakukan ijtihad (istinbat).
33
      
   
2. Pengertian Mas}lah{ah Al-Mursalah  
Kata “mas}lah{ah” berakar pada al-as}lu, ia merupakan bentuk mas}dar dari 
kata kerja s}alah}a dan s}aluh{a yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, 
bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu s}araf (morfologi), kata 
“mas}lah}ah” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini 
(mas}lah}ah dan manfa’ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 
“maslahat” dan “manfaat”.34  
Secara etimologis, kata mas}lah}ah adalah kata benda infinitif dari akar kata     
s}aluh}a. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau 
seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara alternatif untuk 
                                                             
33 Ibid., hlm. 52.  
34 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.  
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menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk 
sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan 
untuk kebaikan.
35
  
Secara terminologis, al-mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang dikehendaki 
oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, 
pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan 
mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta 
kekayaan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 
maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan 
kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. 
Sementara kata “manfaat” diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga 
diartikan sebagai kebaikan atau lawan kata dari “mudarat” yang berarti rugi atau 
buruk.
36
 Dalam arti yang umum, maslahah adalah setiap segala sesuatu yang 
bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 
menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau 
menghindarkan seperti menolak kerusakan.  
Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan: al-muh}afad}ah ‘ala maqs}ud 
al-syar’i (menjaga tujuan syara’); tujuan syara’ terhadap manusia meliputi lima 
perlindungan, yaitu memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua yang dapat melindungi lima hal 
utama ini disebut dengan maslahat dan semua yang dapat merusak lima hal utama 
                                                             
35 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 93.  
36 Ibid.  
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ini dianggap sebagai mudarat (lawan maslahat), dan sebaliknya menghilangkan 
yang mendatangkan mudarat tersebut adalah maslahat.
37
  
al-Sya>t}ibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa 
mas}lah{ah al-mursalah adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti 
nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari 
dalil-dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan 
dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ 
yang qat}’i.38  
Mas}lah{ah al-mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan 
ulama us}ul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash. Menurut Abdul Wahab 
Khallaf, mas}lah{ah al-mursalah yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak 
ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu 
baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut mas}lah{ah al-
mursalah (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus).
39
 Menurut Ibnu 
Taimiyah mas}lah{ah al-mursalah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan 
yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum syara’.40  
Menurut ahli us}ul fiqh, mas}lah{ah al-mursalah ialah kemaslahatan yang 
telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan 
kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau 
menyalahkan. Karenanya, mas}lah{ah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran 
                                                             
37 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah… hlm. 35.  
38 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 120.  
39 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149.  
40 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229. 
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tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.
41
 Dari pengertian-
pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mas}lah{ah adalah sesuatu 
yang mendorong kepada kebaikan. Adapun mas}lah{ah al-mursalah adalah suatu 
kebaikan yang tidak ada sesuatu yang mendukungnya maupun yang 
membatalkannya, tetapi merupakan bagian dari menghilangkan keburukan. 
Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata 
dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka 
mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudaratan 
manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang 
berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.
42
     
 
3. Pembagian Mas}lah{ah 
Para ulama us}ul fiqh membagi maslahat menjadi beberapa macam dan 
dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut: 
a) Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama us}ul fiqh kemudian 
membuat kategorisasi al-mas}lah}ah. Mas}lah}ah dilihat dari segi 
tingkatannya (peringkat) dibagi kepada tiga, yaitu: 
d) Mas}lah}ah D}aru>riyya>t, yang dimaksud dalam tingkatan ini adalah 
kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik 
yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan 
manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia 
tersebut. 
                                                             
41 Moh. Ubaidillah, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Standarisasi Produk 
dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Timur”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 
Surabaya, (2016), hlm. 20.  
42 Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra 
Media, 1997), hlm. 143.  
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e) Mas{lah{ah H}a>jiyya>t, yang dimaksud jenis ini adalah persoalan-
persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 
kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, mas}lah}ah ini lebih rendah 
tingkatannya dari mas}lah}ah d}aru>riyya>t. Sebagai contoh mas}lah}ah 
h}a>jiyya>t adalah dibolehkannya berbuka puasa bagi musafir, dan orang 
sakit, serta diperbolehkannya meng-qashar shalat bagi musafir.  
f) Mas}lah}ah Tah}si>niyyyat, yaitu dimaksud dengan maslahat jenis ini 
adalah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti 
serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam 
kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta 
rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya, memakai pakaian yang 
indah dan harum dalam beribadah.
43
  
 
b) Dilihat dari segi eksistensinya, maka mas}lah{ah dibagi oleh ulama ushul fiqh 
menjadi tiga macam, yaitu al-ma{slah}ah al-mu’tabarah, al-mas}lah}ah al-
mulghah, al-mas}lah}ah al-mursalah.
44
  
1) Al-Ma{slah}ah Al-Mu’tabarah  
Al-ma{slah}ah al-mu’tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam 
nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti 
menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan 
jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena 
untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum 
khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada 
pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah 
memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk 
melindungi harta.
45
   
                                                             
43 Mardani, Ushul Fiqh …, hlm. 229.  
44 Ibid., hlm. 230.  
45 Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah…, hlm. 39.  
26 
 
 
 
Maslahat yang mu’tabarah (dapat diterima) ialah maslahat-maslahat yang 
bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, yaitu keyakinan agama; 
keselamatan jiwa; keselamatan akal; keselamatan keluarga dan keturunan; 
keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang 
penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan 
sejahtera.
46
  
(1) Jaminan keselamatan jiwa (al-muh}afaz}ah ‘ala an-nafs) ialah 
jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. 
Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah 
jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya 
kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih 
profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan 
berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya. 
(2) Jaminan keselamatan akal (al-muh}afaz}ah ‘alal-‘aql), ialah 
terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang 
yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber 
kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya 
pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam 
sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran 
dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. 
Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan 
atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk 
menjamin keselamatan akal.  
(3) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-muh}afaz}ah an-
nasl), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap 
hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamnya. 
Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga 
dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak 
agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang 
memadai.  
(4) Jaminan keselamatan harta benda (al-muh}afaz}ah al-ma>l), yaitu 
dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara 
yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara 
yang lalim dan curang. 
(5) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (al-muh}afaz}ah ad-
di>n), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan 
dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan 
                                                             
46 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum dkk, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2014), hlm. 451.  
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perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. 
Karena itu Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 256,
47
 
                 ….    
 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”.48  
 
2) Al-Mas}lah}ah Al-Mulghah 
Al-mas}lah}ah al-mulghah, yaitu maslahat yang berlawanan dengan 
ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-
laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, 
tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 11:    
                     ….    
 “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan”. 49 
 
 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-
laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin 
dan memberi nafkah. 
3) Al-Mas}lah}ah Al-Mursalah 
Al-mas}lah}ah al-mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebutkan oleh 
nash penolakannya atau pengakuannya. Al-mas}lah}ah al-mursalah 
menurut ushuliyin adalah al-mas}lah}ah dalam arti mendatangkan 
kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah 
                                                             
47 Ibid., hlm. 452.  
48 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 
43.  
49 Ibid., hlm. 79.  
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kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur’an, pembukuan hadis hingga 
peraturan lalu lintas.  
Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung 
menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. 
Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa 
pengaturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan 
untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa 
manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.
50
 
c) Dilihat dari segi kandungan maslahah, dibagi menjadi: 
1) Al-Mas}lah}ah al-‘Ammah 
Al-mas}lah}ah al-‘ammah adalah kemaslahatan yang menyangkut 
kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas 
umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan 
membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena 
menyangkut kepentingan orang banyak.
51
  
2) Al-Mas}lah}ah Al-Khas}s{ah 
Al-Mas}lah}ah Al-Khas}s{ah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat 
jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mauquf).
52
 
d) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, dibagi menjadi: 
                                                             
50 Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah…, hlm. 43.  
51 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2009), 
hlm. 201.  
52 Ibid., hlm. 202.  
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1) Al-Mas}lah}ah At\-Sabitah  
Al-Mas}lah}ah At\-T|abitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak 
berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti 
salat, puasa, zakat dan haji.
53
  
2) Al-Mas}lah}ah Al-Mutaghayyirah 
Al-Mas}lah}ah Al-Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-
ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. 
Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan 
adat kebiasaan. Contohnya dalam masalah makanan yang berbeda-beda 
antara satu daearah dengan daerah yang lain.
54
   
Menurut para ulama, maslahat jenis pertama (al-mu’tabarah) harus diterima 
bahkan menjadi salah satu dasar utama kegiatan penalaran yang biasanya 
dikaitkan dengan penalaran ta’liliyyah. Dianggap sebagai salah satu cara untuk 
menemukan dan merumuskan ‘illat. Adapun maslahat jenis kedua (al-mulghah) 
tidak boleh digunakan, karena ditolak oleh Al-Qur’an. Adapun maslahat jenis 
ketiga (al-mursalah), menjadi perbincangan para ulama us}ul, ada yang 
menerimanya dan ada yang menolaknya. Menalar (melakukan istidla>l, 
istinba>t) dengan cara yang ketiga inilah yang diberi nama penalaran istis}lah 
(istis}lahiyyah) atau mas}alih al-mursalah di dalam kitab-kitab us{ul fiqh. 
Sehingga yang dimaksud dengan penalaran istis}lahiah adalah penggunaan 
maslahat jenis ketiga, yaitu mas}lah}ah al-mursalah.
55
 
                                                             
53 Ibid., hlm. 207.  
54 Ibid., hlm. 206.  
55 Al Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahiah…, hlm. 44.  
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4. Persyaratan Mas}lah{ah Al-Mursalah 
Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil mas}lah}ah mursalah 
yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah: 
a) Mas}lah{ah al-Mursalah itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak 
terdapat dalil yang menolaknya. Menurut Abu Zahrah, ialah maslahah yang 
sesuai dengan tujuan syara’.   
b) Mas}lah{ah al-Mursalah itu hendaknya maslahat yang hakiki, yang dapat 
dipastikan bukan samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja.  
c) Mas}lah{ah al-Mursalah itu hendaknya maslahat yang bersifat umum, 
mas}la}hah kulliyah bukan maslahat juz’iyah, yaitu kemaslahatan yang  
mendatangkan manfaat untuk seluruh umat bukan segolongan umat.
56
  
 
Imam Al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam meng-istinbat-kan 
hukum menggunakan mas}lah}ah mursalah diantaranya: 
a) Mas}lah}ah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’.  
b) Mas}lah}ah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas} syara’. 
c) Mas}lah}ah itu termasuk ke dalam kategori mas}lah}ah yang d}aru<ri, baik 
yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal 
artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
57
   
Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertulis 
dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahrah, menjelaskan bahwa syarat-syarat 
mas}lah}ah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah: 
a) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil 
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqa>shid al-
syari>’ah). Oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil 
                                                             
56 Mardani, Ushul Fiqh …, hlm. 231.  
57 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Publising House, 1996), hlm. 123.  
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yang qat}’i dan harus sesuai dengan maslahat yang ingin diwujudkan oleh 
syar’i. 
b) Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang 
sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan 
kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. 
c) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak 
diambil maka akan menyebabkan kesulitan.
58
  
Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat 
mencegah penggunaan sumber dalil ini (mas}lah}ah mursalah) tercabut dari 
akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash 
tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan 
mas}lah}ah mursalah.
59
  
 
5. Kehujjahan Mas}lah{ah Al-Mursalah 
Ulama sepakat bahwa mas}lah}ah mursalah tidak sah menjadi landasan 
hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana 
adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak 
berkembang. Golongan yang menerima mas}lah}ah mursalah sebagai h}ujjah 
syar’iyyah adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali dan sebagian dari 
kalangan Syafi’i. Mereka berdalil kepada:60 
                                                             
58 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm. 454.  
59 Ibid., hlm. 455.  
60 Ibid., hlm. 232.  
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a) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan 
menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya. 
Hukum syariat ada untuk menjaga kemaslahatan dan sebagai rahmat 
manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dalam surah Al-Anbiya ayat 
107: 
               
 “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam”.61  
 
Sesuai pula dengan surah At-Taubah ayat 128: 
                          
                
 “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap 
orang-orang mukmin”.62 
 
b) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, 
yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini akan terwujud 
dengan salah satunya menggunakan mas}lah}ah mursalah.  
c) Dalam praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan maslahah sebagai 
h}ujjah syar’iyah, misalnya para sahabat telah mengkodifikasi Al-Qur’an 
dalam satu mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa 
Rasulullah. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan 
                                                             
61 Departemen Agama RI, Al Qur’an…, hlm. 332.  
62 Ibid., hlm. 208.  
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adalah untuk kemaslahatan agar menjaga Al-Qur’an dari kepunahan. Hal 
ini sebagai bentuk nyata dari firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9:
 63
 
                  
 “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan pasti Kami 
(pula) yang memeliharanya”.64  
 
Contoh lain, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa 
(pegawai negeri) agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta 
yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan 
cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, 
tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ganimah 
(rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah 
yang mendorong Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan kebijaksanaan 
itu.
65
 
d) Adanya maslahat sesuai dengan maqa>s}id syari>’ah (tujuan-tujuan 
syari’), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan 
merealisasikan maqa>shid syari>’ah. Sebaliknya mengesampingkan 
maslahat berarti mengesampingkan maqa>s}id syari>’ah. Sedangkan 
mengesampingkan maqa>s}id syari>’ah adalah batal. Oleh karena itu, 
adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah 
sumber hukum pokok (‘as}l) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak 
                                                             
63 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm. 455.  
64 Departemen Agama RI, Al Qur’an…, hlm. 263.  
65 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm. 456.  
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keluar dari ‘us}l (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi 
antara maslahat dengan maqa>s}id syari>’ah.66  
e) Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 
mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat 
syar’iyyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan 
kesempitan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 185 
   ….                 ....     
 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu”.67     
 
Terkait beberapa golongan Syafi’i dan Hambali yang tidak mau 
menggunakan mas}lah}ah mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam 
menetapkan hukum, alasannya adalah sebagai berikut: 
a) Melihat dari pembagian maslahat menurut eksistensinya, maka mas}lah}ah 
mursalah termasuk kategori maslahat yang masih diperselisihkan. 
Penyikapan mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan 
penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil 
satu dari dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.  
Alasan ini dijawab oleh kelompok yang menggunakan mas}lah}ah mursalah 
dalam penetapan hukum dengan menyatakan bahwa tidak benar kalau 
dikatakan memandang mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah berarti 
mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab mas}lah}ah mursalah 
                                                             
66 Ibid., hlm. 457.  
67 Ibid., hlm. 458.  
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ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga 
menghasilkan alasan yang kuat. 
Kemudian juga tidak benar bila dikatakan bahwa menjadikan mas}lah}ah 
mursalah sebagai hujjah berarti memilih satu dari dua kemungkinan tanpa 
didukung dalil. Sebab jika diadakan perbandingan antara maslahat yang 
dibenarkan oleh syara’ dengan maslahat yang ditolak oleh syara’ maka yang 
banyak adalah yang dibenarkan.   
b) Sikap menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian 
hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil maslahat. 
Sebab dunia terus berkembang dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal 
baru yang oleh nafsu dipandang sebagai maslahat padahal menurut syara’ 
membawa mafsadat.  
Namun alasan ini dijawab oleh golongan yang mau menggunakan 
mas}lah}ah mursalah sebagai penetapan hukum, dikatakan bahwa tidak benar 
penetapan hukum mas}lah}ah mursalah berdasarkan hawa nafsu. Sebab 
untuk dijadikan sebuah hujjah, mas}lah}ah mursalah itu harus memenuhi 
persyaratan tertentu. Persyaratan itulah yang akan mengendalikan, sehingga 
tidak terjadi penyalahgunaan. 
c) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan mas}lah}ah mursalah 
sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung 
tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. 
Selain itu, memandang mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah akan membawa 
dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan 
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kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan dan keluwesan 
hukum Islam.     
Kemudian dengan mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan 
sempurna, tetapi yang yang dimaksud lengkap dan sempurna di sini adalah 
pokok-pokok ajarannya dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti 
semuanya sudah ada hukumnya. Saat ini cukup banyak masalah baru yang 
hukumnya belum disinggung oleh nash, sehingga harus dilakukan ijtihad, 
termasuk berijtihad dengan menggunakan al-istislah. Apabila hal ini tidak 
dibenarkan, akan banyak masalah baru muncul yang tidak dapat terselesaikan 
oleh hukum Islam.
68
  
Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori mas}lah}ah 
mursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada 
dasarnya Allah telah menciptakan segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga 
tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh dari hal itu, sebagaimana firman Allah 
dalam QS. Ali Imran: 191, 
                            
                      
 “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam 
keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-
sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka’”.69 
 
B. Perlindungan Konsumen 
                                                             
68 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh …, hlm. 133.  
69 Departemen Agama RI, Al Qur’an…, hlm. 76.  
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Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena 
menyangkut aturan untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan saja masyarakat 
selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga 
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada 
hak dan kewajiban. Adapun pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan 
mengontrol, sehingga tercipta sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain 
dalam menyejahterakan masyarakat.
70
  
1. Sejarah Perlindungan Konsumen 
Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen secara internasional 
dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu: 
1) Tahapan I (1881 – 1914) 
Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk 
melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya adalah histeria 
massal akibat novel karya Upton Sinclair berjudul The Jungle, yang 
menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat 
yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Tahun 1891 terbentuk 
Liga Konsumen yang pertama kali di New York dan pada tahun 1898 
terbentuk Liga Konsumen Nasional (The National Consumer’s League) di 
Amerika Serikat.
71
 
2) Tahapan II (1920 – 1940)  
                                                             
70 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm. 1.  
71 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.  
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Pada era ini masyarakat sudah mulai angkat bicara tentang hak-hak konsumen 
di antaranya dengan menulis beberapa buku. Pada tahun 1927, muncul buku 
berjudul Your Money‘s Worth dengan subtitle “A Study in The Waste of The 
Consumer Dollar” karya Chase dan Schlink. Karya ini mampu menggugah 
konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul 
slogan: fair deal, best buy.
72
  
3) Tahapan III (1950 – 1965) 
Pada dekade 1950-an ini muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan 
perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai 
oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, 
Australia dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah International Organization 
of Consumer Union (IOCU). Semula organisasi ini berpusat di Den Haag, 
Belanda lalu pindah ke London, Inggris pada tahun 1993. Dua tahun 
kemudian IOCU mengubah namanya menjadi Consumen International (CI).  
Kemudian pada tanggal 15 Maret 1962 John F. Kennedy menyampaikan 
pidato tentang hak-hak konsumen di hadapan Kongres Amerika Serikat, dan 
sejak saat itu dianggap sebagai era baru perlindungan konsumen. Dalam 
pidato tersebut dicantumkan formulasi pokok-pokok pikiran tentang 
konsumen, yang sampai sekarang terkenal sebagai hak-hak konsumen 
(consumer bill of right).
73
   
4) Tahapan IV (pasca-1965) 
                                                             
72 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 2 
73 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen …, hlm. 29.  
39 
 
 
 
Pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik 
di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk lima 
kantor regional perlindungan konsumen, yakni Amerika Latin dan Karibia 
berpusat di Cile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di 
Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan negara-negara 
maju juga berpusat di London, Inggris.
74
 Kemudian pada tahun 1985 
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Resolusi PBB Nomor 
A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang The Guidelines For Consumer 
Protection. Dalam resolusi tersebut terdapat enam kepentingan konsumen 
yang harus dilindungi.
75
   
Hiruk-pikuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar 
dan populer pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya 
masyarakat (nongovernmental organization) Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Organisasi ini dalam aktivitasnya 
bertindak selaku perwakilan konsumen (consumer representation) yang bertujuan 
untuk melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.
76
 
Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran 
atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian dan 
pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga 
mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.
77
  
                                                             
74 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 3.  
75 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen …, hlm. 32.  
76 Ibid., hlm. 34. 
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Setelah lahirnya YLKI, muncul beberapa organisasi yang berbasis 
perlindungan konsumen. Pada tahun 1988, berdiri Lembaga Pembinaan dan 
Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang dan bergabung sebagai anggota 
Consumers International (CI) tahun 1990. Hingga pada saat ini cukup banyak 
lembaga swadaya masyarakat serupa yang berorientasi pada kepentingan 
pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia 
(YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di tanah air.
78
 
Gerakan konsumen di Indonesia, termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat 
prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR, yang 
akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999. Pembentukan undang-
undang perlindungan konsumen tersebut tidak terlepas dari dinamika politik di 
Indonesia yang demokratis serta munculnya beberapa kasus yang merugikan 
konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen.
79
 
Di pihak lain, adanya perkembangan sistem perdagangan global yang 
dikemas dalam kerangka World Trade Organization (WTO), maupun program 
International Monetary Fund (IMF), dan program Bank Dunia. Keputusan 
Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia diikuti dengan 
dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum 
nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan.
80
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79 Ibid., hlm. 36.  
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2. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang perlindungan 
konsumen merupakan payung dari semua peraturan perundang-undangan yang 
terkait perlindungan konsumen. Penjelasan undang-undang perlindungan 
konsumen menyatakan bahwa: “Di samping itu, undang-undang tentang 
perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari 
hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada 
terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada 
beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen”.81  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengakui undang-undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari 
hukum perlindungan konsumen.
82
 Salah satu contonya adalah Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013, yang mengatur tentang perlindungan 
konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut 
muncul akibat perlindungan konsumen dan masyarakat merupakan salah satu 
tujuan didirikannya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai 
wewenang dalam sektor jasa keuangan.  
                                                             
81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.  
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Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai 
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi 
konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan 
atau jasa konsumen.
83
 Sehingga bisa diartikan bahwa hukum perlindungan 
konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin 
kepentingan konsumen.  
Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan 
hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-
hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Keinginan yang hendak dicapai dalam 
perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam 
memenuhi kebutuhan hidup.
84
  
Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:  
1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 
2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 
seluruh pelaku usaha.  
3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 
4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 
menipu dan menyesatkan. 
5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-
bidang lainnya.
85
  
 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus 
dilindungi yaitu hak memperoleh keamanan (the right to safety), hak memilih (the 
                                                             
83 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), 
hlm. 46.  
84 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 22.  
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right to choose), hak mendapat informasi (the right to be informed), hak untuk di 
dengar (the right to be heard). PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 
tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer 
Protection) merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, 
meliputi:
86
 
a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 
keamanannya. 
b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. 
c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 
kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 
kebutuhan pribadi. 
d) Pendidikan konsumen. 
e) Tersedianya ganti rugi yang efektif. 
f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya 
yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk 
menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingan mereka.  
 
Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers 
Union-IOCU) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, 
yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, 
hak untuk memperoleh pendidikan konsumen serta hak untuk memperoleh 
lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masyarakat ekonomi Eropa juga telah 
menetapkan hak-hak dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan, yaitu 
hak perlindungan kesehatan dan keamanan, hak kepentingan ekonomi, hak 
mendapat ganti rugi, hak atas penerangan dan hak untuk didengar.
87
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Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut: 
88
 
a) Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 
dan/atau jasa; 
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa; 
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan; 
e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara pantas; 
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya; 
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
Hak-hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut: 
89
 
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beriktikad tidak baik; 
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 
sengketa konsumen; 
d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentutan perundang-undangan lainnya. 
 
Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur tentang kewajiban 
pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK antara lain: 
90
 
a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
                                                             
88 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 31.  
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b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 
dan pemeliharaan; 
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 
berlaku; 
e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 
f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atau kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjiannya. 
 
Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat 
negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis 
yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum 
dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (unfair competition).91  
Kemudian kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:
92
 
a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut.  
 
4. Asas – Asas Perlindungan Konsumen 
Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan pada manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.  
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a) Asas manfaat  
Asas ini mengandung makna bahwa penerapan undang-undang perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta memenuhi 
hak-hak kepada konsumen maupun pelaku usaha. 
b) Asas keadilan  
Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 sampai Pasal 7 undang-undang 
perlindungan konsumen yang memuat tentang hak dan kewajiban konsumen 
serta pelaku usaha. Dari pasal-pasal tersebut diharapkan konsumen dan 
pelaku usaha dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang. 
c) Asas keseimbangan 
Melalui asas ini, diharapkan kepentingan konsumen serta pelaku usaha dapat 
terwujud secara seimbang. Tidak ada pihak yang lebih unggul maupun tidak 
ada pihak yang lebih rendah.  
d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen 
Adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dapat 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam 
menggunakan, memanfaatkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha jasa 
keuangan.  
e) Asas kepastian hukum  
47 
 
 
 
Dimaksudkan agar konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum dan 
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta 
negara menjamin kepastian hukum.
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5. Prinsip – Prinsip Perlindungan Konsumen 
Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam 
hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, 
diperlukan kehati-hatian dalam mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab 
dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak terkait.
 94
  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (product 
liability) dan tanggung jawab profesional (professional liability). Tanggung jawab 
produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan 
kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat 
yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan tanggung jawab profesional 
berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa 
profesional yang diberikan kepada klien.
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Ketentuan yang lebih tegas terkait dengan product liability dan professional 
liability terdapat dalam Pasal 19 UUPK, menyebutkan: 
                                                             
93 Penjelasan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821.  
94 Ibid., hlm. 92.  
95 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 99. 
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a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; 
b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah 
tanggal transaksi; 
d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 
lebih lanjut mengenai adanya unsur kelalaian; 
e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila 
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ksalahan tersebut merupakan 
kesalahan konsumen.
 96
  
 
Ketentuan Pasal 19 tersebut meliputi tanggung jawab pelaku usaha terhadap 
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen. Maka produk 
yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban bagi pelaku 
usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala 
kerugian yang dialami konsumen. 
 
6. Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Undang-undang perlindungan konsumen memberi dua macam ruang untuk 
penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui 
pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian 
sengketa konsumen melalui pengadilan disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) 
UUPK, “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 
usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. 
                                                             
96 Ibid., hlm. 101.  
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Adapun penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan terdapat dalam 
Pasal 47 UUPK, “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 
kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”. 
Mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UUPK tersebut, maka terbuka 
tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa 
konsumen melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan 
seketika dan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). 
a. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan 
1) Penyelesaian Penggantian Kerugian Seketika dengan Jalan Damai 
Seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk 
yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila 
mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Menurut Pasal 19 
ayat (1) dan ayat (3) UUPK, konsumen yang merasa dirugikan dapat 
menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan 
produsen harus memberi jawaban atau tanggung jawabnya tujuh hari 
setelah transaksi berlangsung. 
Maksud dari penetapan waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung 
bagi produsen adalah penyelesaian sengketa ini bukan penyelesaian yang 
rumit melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, akan tetapi suatu 
bentuk penyelesaian sengketa yang sederhana dan praktis yang dapat 
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ditempuh dengan jalan damai. Sehingga dengan mengikuti ketentuan 
dalam UUPK tersebut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat 
berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
97
  
Konsultasi dan negosiasi merupakan salah satu cara dalam penyelesaian 
sengketa konsumen dengan cara pertemuan langsung antara konsumen dan 
produsen, atau melalui bantuan pihak ketiga. Dengan konsultasi dan 
negosiasi ini, para pihak dapat tawar menawar untuk mencapai 
kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak 
konsumen dan produsen. Kemudian dengan cara mediasi, konsiliasi atau 
penilaian ahli terdapat pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang 
bersengketa dalam menemukan penyelesaian sengketa di antara konsumen 
dan produsen. Pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah pihak yang 
netral, yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang 
bersengketa. Bentuk penggantian kerugian yang dapat diberikan oleh 
produsen kepada konsumen dapat berupa pengembalian uang seharga 
pembelian barang dan/atau jasa, penggantian barang dan/atau jasa sejenis 
atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang 
sesuai.
98
   
2) Tuntutan Penggantian Kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) 
Jika di antara konsumen dan produsen tidak menemukan penyelesaian 
sengketa yang terjadi, maka produsen dapat mengajukan tuntutan 
                                                             
97 Ibid., hlm. 146.  
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penggantian kerugian sengketa tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. 
Kemudian mengenai badan manakah yang memeriksa dan menyelesaikan 
sengketa, apakah BPSK atau pengadilan, hal itu bergantung sepenuhnya 
kepada pilihan sukarela pihak-pihak yang bersengketa. Sesuai dengan 
Pasal 23 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat 
ditempuh jika penyelesaian secara damai di luar pengadilan tidak berhasil, 
baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun 
karena tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.
99
  
Penyelesaian melalui BPSK diawali dengan permohonan atau 
pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa 
yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan 
gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK adalah 
konsumen yang dirugikan maupun ahli warisnya. Sedangkan pihak lain 
yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian 
sebagaimana dalam Pasal 46 UUPK, seperti kelompok konsumen, 
lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah, hanya dapat mengajukan 
gugatannya ke pengadilan (umum), tidak ke BPSK.
100
   
Pemeriksaan atas gugatan atau permohonan konsumen dilakukan sama 
seperti persidangan dalam pengadilan umum, yaitu ada pemeriksaan 
terhadap saksi, saksi ahli dan bukti-bukti lain. Setelah melakukan 
pemeriksaan, majelis kemudian memutuskan dan menetapkan ada atau 
tidaknya kerugian pada konsumen yang harus diganti oleh produsen. 
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Putusan majelis BPSK kemudian difiat ke pengadilan negeri supaya dapat 
dilaksanakan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas 
dengan putusan majelis, mereka dapat mengajukan keberatannya ke 
pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak 
putusan diterima, sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK.
101
  
 
b. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan 
Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan 
mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Hal ini berarti hukum acara 
yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah 
berdasarkan Herziene Inlands Regeling (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa 
dan Madura, atau Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg) yang berlaku bagi 
daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang 
mendasar.
102
 
Sengketa konsumen di sini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu 
sengketa ke pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan karena 
inisiatif dari pihak yang bersengketa, dalam hal ini penggugat baik itu produsen 
maupun konsumen. Pengadilan yang memberikan pemecahan atas hukum perdata 
yang tidak dapat bekerja di antara para pihak secara sukarela. Proses penyelesaian 
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sengketa melalui pengadilan melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan 
kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya.
 103
 
1) Pendaftaran Gugatan 
Istilah “prosedur berperkara” berarti didahului dengan pendaftaran 
surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Dalam 
kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak 
mengajukan gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah: 
a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang 
ada dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa 
tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan 
perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
anggaran dasarnya; 
d) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang 
besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
104
  
 
Dalam sengketa konsumen, pihak-pihak yang digugat adalah 
produsen, yaitu segala pihak yang ikut serta di dalam penyediaan dan 
peredaran produk hingga ke tangan konsumen. Dalam hal seperti ini, jika 
tergugat terdiri dari beberapa pihak yang berbeda, maka dapat dipilih 
tempat tinggal salah satu tergugat sebagai tempat mengajukan gugatan. 
Pada umumnya gugatan itu diajukan secara tertulis, namun tidak 
menutup kemungkinan gugatan dapat diajukan secara lisan. Pengajuan 
gugatan disertai dengan pembayaran sejumlah uang administrasi yang 
                                                             
103 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 175. 
104 Ibid., hlm. 176.  
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besarnya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat.
105
 Klasifikasi 
gugatan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu wanprestasi 
(ingkar janji), perbuatan melawan hukum hukum (onrechtmatige daad) 
dan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheads daad). 
Secara substansial (materi) gugatan yang diajukan meliputi identitas 
penggugat/para penggugat serta tergugat/para tergugat, posita 
(fundamentum petendi) yang menyangkut fakta-fakta hukum yang 
menimbulkan sengketa antara penggugat antara tergugat, petitum memuat 
hal-hal pokok yang dimohonkan penggugat untuk dikabulkan pengadilan 
atau memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari 
petitum primair.
106
    
2) Pemeriksaan dan Pembuktian 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1865 KUHPerdata, peristiwa 
yang menjadi hak dasar itu harus dibuktikan oleh penggugat. Artinya 
gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi, 
konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan adanya hubungan 
perikatan kontrak/perjanjian antara penggugat dan tergugat; adanya 
bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi  oleh produsen; serta 
timbulnya kerugian bagi konsumen/penggugat.
107
  
Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan 
melawan hukum, maka yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan 
                                                             
105 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 151.  
106 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 180. 
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melawan hukum; adanya kesalahan dari produsen baik yang berupa 
kesengajaan maupun kelalaian; adanya sejumlah kerugian yang diderita 
konsumen; adanya hubungan klausul antara perbuatan melawan hukum 
yang salah itu dan kerugian. Kemudian apabila gugatan berdasarkan 
penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, konsumen 
penggugat harus membuktikan bahwa produsen tergugat telah bersalah 
melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen 
penggugat. Pembuktian tentang adanya kesalahan itu mutlak dilakukan 
karena dasar pertanggungjawaban di sini adalah kesalahan.
108
  
 
C. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam 
Secara historis, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam dapat 
ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 
Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk 
Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya 
dalam berbisnis.
109
   
Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan 
perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun 
hadis. Bisnis yang jujur dan adil menurut Al-Qur’an adalah bisnis yang tidak 
menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 
279, 
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                                
              
Artinya: 
“Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba 
itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, 
(akibatnya kamu tidak menemui selamat). dan jika kamu bertaubat, maka hak 
kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (dengan Yang demikian) 
kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh 
sesiapa”.110 
 
Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 
mengandung pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat ini disebutkan tidak 
menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak dizalimi). Dalam 
konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah 
perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang 
untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini 
berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). 
Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang 
menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
111
   
Setelah Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin 
agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktik bisnis yang tidak adil dan 
mengarah kepada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, 
spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, 
penjualan dan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.
112
 Praktik-
                                                             
110 Departemen Agama RI, Al Qur’an…, hlm. 48. 
111 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen…, hlm. 41. 
112 Ibid., hlm. 42.  
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praktik dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di 
Madinah antara lain:
113
 
1) Talaqqi Rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari 
tempat produksi sebelum sampai ke pasar.  
2) Melipat gandakan harga. 
3) Bai’ al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya 
kepastian.  
4) Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan 
mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik. 
5) Bisnis najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura 
sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan 
pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga 
barang. 
6) Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang 
dan diharamkan oleh Al-Qur’an dan sunnah.  
7) Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. 
8) Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. 
Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, 
bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah mengandung nilai-nilai 
perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum 
mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi 
merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis.     
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1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 
Sumber hukum dalam hukum Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha 
ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas. Sumber-sumber 
hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan 
konsumen dalam Islam. Al-Qur’an merupakan sumber hukum pertama (sumber 
primer), sedangkan sunnah merupakan sumber hukum kedua (sumber sekunder). 
Namun sunnah dapat dijadikan sumber hukum pertama apabila tidak ditemukan 
penjelasan atas sesuatu masalah di dalam Al-Qur’an.114  
Adapun ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam 
pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara’ 
mengenai suatu kejadian. Ijma’ hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum 
apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur’an 
maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus.
115
  Sedangkan qiyas adalah 
menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang 
ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan 
metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada ‘illat-‘illat hukum yag 
terkandung di dalamnya.
116
  
Islam mewajibkan setiap manusia untuk menjaga harta dan mempertahankan 
harta, hal ini dapat dilihat dalam: 
                                                             
114 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm. 107.  
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a) Harta dilindungi syari’at dengan sempurna. Oleh karena itu, kepemilikan dan 
pengonsumsiannya harus dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang 
bathil.  
QS. Al-Baqarah: 188  
                               
               
“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di 
antara kamu Dengan jalan Yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan 
harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan 
(atau mengambil) sebahagian dari harta manusia Dengan (berbuat) dosa, 
padahal kamu mengetahui (salahnya)”.117 
 
QS. An-Nisaa’: 29 
                                  
                              
“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-
harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan 
sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka 
sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama 
sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”.118 
 
2. Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 
Aspek perlindungan konsumen dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa 
segi, yaitu:
119
 
a) Islam mengenal sebuah prinsip hukum publik yang berbunyi bahwa 
hukum publik adalah salah satu dari hukum-hukum Allah. Prinsip ini 
berkaitan dengan hukum pidana dan smeua hukum yang berkaitan degan 
                                                             
117 Departemen Agama RI, Al Qur’an…, hlm. 30.  
118 Ibid., hlm. 84.  
119 Erina Pane, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dan Hukum Islam”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2007), hlm. 65. 
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pelanggaran umum. Hukum publik ini harus ditegakkan oleh pemerintah 
walaupun dengan tidak adanya tuntutan dari rakyat, mekanisme ini 
menempatkan pemerintah sebagai pengawas langsung dari pelaksanaan 
hukum publik.  
b) Islam mengatur apabila terdapat perselisihan antara hak publik dengan hak 
individu, maka hak publik lebih diprioritaskan karena ia adalah hak Allah. 
Konsumen pada keadaan ini ditempatkan sebagai konsumen. 
c) Seseorang tidak dapat menggunakan hak-nya secara semena-mena, seperti 
tindakan monopoli dan pelanggaran dalam kehidupan bertetangga atau 
pelanggaran terhadap lingkungan, termasuk larangan terhadap 
pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha.  
d) Hak manusia yang ditetapkan oleh syara’ tidak boleh digugurkan, seperti 
hak pembeli dalam transaksi khiyar al-ru’yah sebelum melihat barang 
yang akan dibeli, hak suf’ah sebelum terjadi akad jual beli karena hak ini 
belum terjadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam Islam 
dituntut adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakannya, 
sehingga perjanjian yang diikat berdasarkan persetujuan sepihak 
dinyatakan tidak sah. 
e) Hak perlindungan dalam Islam dikembangkan dari huquq al-irtifaq. 
f) Sanksi hukum yang tegas akan dikenakan terhadap pihak yang 
menggunakan secara sewenang-wenang haknya, sehingga dapat 
merugikan pihak lain.   
3. Prinsip Umum Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam   
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a) Prinsip Pertanggungjawaban 
Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi di 
kalangan masyarakat. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep 
amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses 
pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka 
bumi. Implikasi dalam bisnis adalah bahwa individu yang terlibat dalam 
praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawabannya tentang 
apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait.
120
  
b) Prinsip Keadilan 
                      
                           
                          
                           
                           
                      
                          
                         
                          
                                                             
120 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 117.  
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                         
                             
            
“Wahai orang-orang Yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu 
urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa 
yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa 
bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya 
Dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis 
sebagaimana Allah telah mengajarkannya. oleh itu, hendaklah ia menulis 
dan hendaklah orang Yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang 
itu Dengan jelas). dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. kemudian jika 
orang Yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat 
hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya 
Dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi 
lelaki dari kalangan kamu. kemudian kalau tidak ada saksi dua orang 
lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-
orang Yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika Yang seorang lupa dari 
saksi-saksi perempuan Yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh Yang 
seorang lagi. dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil 
menjadi saksi. dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang Yang 
bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) 
keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan 
keraguan kamu. kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai Yang kamu 
edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. 
dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. dan janganlah mana-mana 
jurutulis dan saksi itu disusahkan. dan kalau kamu melakukan (Apa Yang 
dilarang itu), maka Sesungguhnya Yang demikian adalah perbuatan fasik 
(derhaka) Yang ada pada kamu. oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada 
Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan 
Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.121 
 
Jika ditafsirkan lebih lanjut, QS. Al-Baqarah: 282 mengandung prinsip 
keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja 
merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan 
bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam 
                                                             
121 Departemen Agama RI, Al Qur’an…, hlm. 49.  
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fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki 
kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.  
Dalam konteks bisnis, kata adil dalam QS. Al-Baqarah: 282, secara 
sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh 
perusahaan harus dicatat dengan benar. Hal ini berkaitan dengan praktik 
moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan agar 
tidak menyesatkan dan merugikan konsumen.
122
  
c) Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenernya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 
keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam 
mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.
123
 
 
                                                             
122 Ibid. 
123 Ibid., hlm. 118.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG DEPOSITO DAN PERLINDUNGAN 
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN 
 
A. Deposito 
Berdasarkan ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan maupun undang-undang perubahannya, bentuk penghimpunan 
dana (funding) dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. 
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat 
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
124
 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 1 angka 24 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diketahui bahwa 
simpanan deposito merupakan salah satu produk investasi dalam penghimpunan 
dana oleh bank syariah.
125
 
1. Pengertian Deposito 
Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang pengertiannya adalah simpanan 
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian 
antara penyimpan dan bank yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang- 
                                                             
124 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2006), hlm. 352. 
125 Ibid., hlm. 226.  
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Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memakai istilah deposito saja, 
yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 
Namun dalam praktiknya sekarang ini dikenal dengan simpanan deposito, 
deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Adapun pemilik deposito (nasabah 
penyimpan dana) disebut sebagai deposan.
126
  
Secara khusus, pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian 
deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Deposito adalah dana yang 
dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah 
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah 
penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.127  
Secara umum deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank 
yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut 
perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Penarikan hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan 
menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru 
dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan inilah yang disebut 
tanggal jatuh tempo. 
                                                             
126 Ibid., hlm. 357.  
127 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 
hlm. 228.  
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Sebagai contohnya, seorang deposan bernama Tn. Rahman Hakim 
mendepositkan sejumlah uangnya pada tanggal 7 Mei 2002 untuk tiga bulan 
mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan, yaitu tanggal 7 
Agustus 2002. Kemudian apabila deposit Tn. Rahman Hakim tersebut dicairkan 
sebelum tanggal jatuh tempo, maka Tn. Rahman Hakim akan dikenakan denda 
(penalty rate) yang besarnya ditentukan oleh bank yang bersangkutan.
128
    
Dari penjelasan di atas dapat dilihat ada dua unsur yang terkandung dalam 
deposito, yaitu:
129
 
a. Penarikan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa 
penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si 
penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 
penyimpan dana dengan bank. 
b. Cara penarikan. Dalam hal ini apabila batas waktu yang tertuang dalam 
perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat 
menarik deposito tersebut atau memperpanjang deposito dengan suatu 
waktu yang diinginkannya.  
 
Karakter pokok dari deposito atau deposito berjangka adalah waktu 
penarikannya yang tepat, karenanya disebut pula fixed deposit dan umumnya 
memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 
bulan. Dalam praktik perbankan konvensional, biasanya pihak deposan membuka 
rekening simpanan di bank yang bersangkutan, sehingga bunga deposito pada saat 
jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening deposan. Namun, jika tidak 
terdapat rekening khusus, bunga deposito tersebut dapat menambah jumlah pokok 
deposito nasabah sampai dengan jatuh temponya.
130
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129 Hermansyah, Hukum Perbankan…, hlm. 47. 
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2. Macam-Macam Deposito 
a. Deposito Berjangka 
Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut 
jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai 
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka 
diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam 
bilyet deposito (bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada 
deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka) tercantum 
nama seseorang atau lembaga.
131
 Penarikan deposito berjangka dapat 
dilakukan secara tunai maupun non-tunai (pemindahbukuan), sesuai 
keinginan nasabah penyimpan dana.
132
  
Sistem deposito berjangka dibedakan atas:
133
 
1) Deposito Automatic Roll Over (ARO), yaitu deposito berjangka yang 
otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh 
tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya.  
2) Deposito Non Automatic Roll Over (Non-ARO), yaitu deposito 
berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito 
tersebut telah jatuh tempo, tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. 
Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan non-
produktif (uang titipan) bagi bank.   
 
Deposito berjangka dapat diterbitkan dalam bentuk mata uang rupiah 
maupun mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam mata 
uang asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa, yaitu bank yang 
telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat 
melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Penerbitan 
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132 Ibid., hlm. 104.  
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deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang 
kuat, seperti US Dollar, Yen Jepang, atau DM Jerman.
134
  
 
b. Sertifikat Deposito 
Di samping deposito berjangka (time deposit), produk penghimpunan 
dana oleh bank dapat melalui produk simpanan sertifikat deposito 
(certificate of deposit). Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan 
sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat 
bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
135
  
Berbeda dengan deposito berjangka, sertifikat deposito adalah surat 
berharga perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama 
pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan hutang dari 
bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.
136
 Pencairan dalam 
sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau jatuh tempo, 
baik tunai maupun non-tunai.
137
 
Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dan diedarkan oleh suatu 
bank yang telah mendapat izin khusus dari Bank Indonesia. Jenis deposito 
berjangka dalam sertifikat deposito ini juga dapat menggunakan uang 
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135 Ibid., hlm. 230.  
136 Ibid.  
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69 
 
 
 
rupiah (valuta sendiri) maupun valuta asing (valas).
138
 Penerbitan nilai 
sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya 
dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran 
banyak untuk jumlah nominal yang sama.
139
  
Pengaturan ketentuan sertifikat deposito dapat dijumpai di antaranya 
dalam:
140
 
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1065/KMK.00/1988 tentang 
Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank; 
2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR 
tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh 
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; 
3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 
1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga 
Keuangan Bukan Bank. 
Bentuk simpanan sertifikat deposito ini, khusus dalam masyarakat 
perbankan Indonesia belum begitu sepopuler deposito berjangka dan 
tabungan. Oleh karena itu, dana perbankan yang bersumber dari jenis 
simpanan ini relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana lainnya. 
Kurang populernya sertifikat deposito sebagai instrumen simpanan oleh 
masyarakat disebabkan karena adanya ketentuan yang mengharuskan 
bank-bank memperoleh izin lebih dulu dari Bank Indonesia untuk dapat 
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melakukan kegiatan simpanan (funding) dalam bentuk sertifikat deposito. 
Pemberian izin tersebut antara lain dikaitkan dengan persyaratan ringan 
kesehatan bank yang harus dipenuhi.
141
  
Menurut Malayu S.P. Hasibuan, perbedaan antara deposito berjangka 
dengan sertifikat deposito adalah:
142
  
1) Deposito berjangka dibuat dengan atas nama deposan, sedangkan 
sertifikat deposito dibuat atas unjuk pemegang; 
2) Dalam deposito berjangka bunga dibayarkan di belakang, sedangkan 
dalam sertifikat deposito bunga dibayarkan di muka; 
3) Deposito berjangka bersifat tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan 
sertifikat deposito dapat diperjualbelikan; 
4) Nilai nominal dalam deposito berjangka ditentukan oleh pihak deposan, 
adapun dalam sertifikat deposito nilai nominalnya ditentukan oleh bank; 
5) Jangka waktu dalam deposito berjangka ditentukan deposan, adapun 
jangka waktu dalam sertifikat deposito telah ditentukan oleh bank 
penerbit; 
6) Produk deposito berjangka dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus 
dari Bank Indonesia, sementara produk sertifikat deposito hanya dapat 
diedarkan oleh bank tertentu dengan izin Bank Indonesia; 
7) Deposito berjangka bukan merupakan instrumen pasar uang, sementara 
sertifikat deposito merupakan instrumen pasar uang.  
 
c. Deposit on Call (DoC) 
 Secara umum produk Deposit on Call (DoC) ini sama dengan  produk 
deposito berjangka, hanya terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, 
yakni kurang dari 1 bulan, sehingga dalam DoC ini jatuh temponya 
dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan. Bukti kepemilikan 
dari DoC ini berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito 
yang bersangkutan.
143
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Dalam produk DoC biasanya terdapat ketentuan khusus, baik 
mengenai jumlah dana minimum yang dapat dilayani maupun mengenai 
bunganya. Deposito on Call diterbitkan atas nama dan biasanya dalam 
jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang 
bersangkutan). Untuk pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan DoC 
dan sebelum DoC dicairkan, dengan terlebih dahulu 3 hari sebelum 
pencairan, nasabah harus sudah memberitahukan kepada bank penerbit.
144
  
Jangka waktu, bunga, cara penarikan dan lainnya dari DoC biasanya 
dinegosiasikan tersendiri antara nasabah dengan pihak perbankan. Jangka 
waktu DoC antara 7 hari sampai dengan 1 bulan. Dalam hal ini yang 
disepakati bersama antara nasabah dan bank menyangkut ketentuan dan 
syarat penerbitannya. Akan tetapi pada dasarnya persyaratan penerbitan 
deposito berjangka tetap diikuti untuk penerbitan DoC ini.
145
  
 
3. Regulasi Deposito Perbankan 
Ketentuan hukum yang mengatur kegiatan penghimpunan dana oleh bank, 
khususnya adalah deposito, lebih lanjut dapat dijumpai dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 21/27/UPG/1998 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh 
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Khusus untuk produk dan akad 
penghimpunan dana perbankan syariah, selain tunduk kepada Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga tunduk kepada berbagai 
                                                             
144 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan…, hlm. 108.  
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ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya, yang mengatur 
mengenai produk dan akad penghimpunan dana perbankan konvensional maupun 
perbankan syariah, yaitu di antaranya:
146
 
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1065/KMK.00/1988 tentang Penerbitan 
Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank; 
2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR tanggal 27 
Oktober 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga 
Keuangan Bukan Bank; 
3) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 
tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan 
Bukan Bank. 
4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003; 
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi 
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; 
6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 
Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagai pengganti dan penyempurnaan dari 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad 
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Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan 
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; 
7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana 
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.  
Selain itu terdapat ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), sebagai lembaga yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam 
pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan serta mengatur mengenai produk dan 
akad penghimpunan dana perbankan konvensional maupun perbankan syariah, 
yaitu: 
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2015 tentang 
Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank; 
2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang 
Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 
3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang 
Produk dan Aktivitas Bank Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah; 
4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2016 tentang Tata 
Cara Penerbitan Sertifikat Deposito; 
5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/SEOJK.03/2017 tentang Tata 
Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
berkenaan dengan produk dan akad dalam penghimpunan dana deposito 
perbankan syariah, yaitu: 
74 
 
 
 
1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Deposito;  
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe 
Deposit Box;  
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang 
Sertifikat Deposito Syariah.  
 
B. Aturan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 
Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  Keuangan, kewenangan pengaturan 
dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. 
Tujuan dibentuknya OJK tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), yakni 
agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara 
secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem 
keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi 
kepentingan konsumen dan masyarakat”.147  
Undang-undang OJK bukan merupakan undang-undang tentang perlindungan 
konsumen. Namun adanya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan 
bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, 
meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku 
                                                             
147 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).  
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usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga 
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.
148
 
Oleh karena itu, OJK menerbitkan beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai 
pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam hal perlindungan konsumen, 
seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di 
Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 
2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen 
pada Pelaku usaha jasa keuangan.
149
  
Pengertian perlindungan konsumen sebagaimana dalam Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 
Sektor Jasa Keuangan adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan 
perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Adapun yang dimaksud dengan Konsumen 
dalam sektor jasa keuangan adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya 
dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan 
antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis di 
                                                             
148 Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).  
149 Rati Maryani Palilati, Jurnal IUS Universitas Mataram, “Perlindungan Hukum Konsumen 
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perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
150
 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah 
Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, 
Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Penjaminan, baik yang 
melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
151
 
Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor jasa 
keuangan berarti perlindungan terhadap konssumen yang menempatkan dananya 
dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan dari 
tindakan-tindakan merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan.   
  
1. Prinsip-Prinsip dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 
Perlindungan konsumen menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip: 
1) Transparansi, artinya dalam pemberian informasi mengenai produk dan/atau 
layanan kepada konsumen, harus secara jelas, lengkap dan mudah dimengerti; 
2) Perlakuan yang adil, artinya memperlakukan setiap konsumen secara adil dan 
tidak diskriminatif; 
                                                             
150 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, 
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151 Ketentuan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
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3) Keandalan, artinya memberikan pelayanan perlindungan konsumen secara 
akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia yang 
handal; 
4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini berarti 
memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau 
informasi konsumen dengan cara hanya menggunakan data dan/atau 
informasi tersebut sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh 
konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.  
5) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara 
sederhana, cepat dan biaya terjangkau. “Penanganan pengaduan” berarti 
pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan, serta “penyelesaian sengketa” 
berarti melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.
152
  
 
2. Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan  
a. Kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam hal pemberian informasi 
produk dan/atau layanan kepada konsumen, menjaga keamanan informasi 
konsumen dengan cara menggunakan informasi sebagaimana mestinya 
dengan sepengetahuan dan seizin konsumen, terdapat dalam Pasal 4 -  Pasal 
                                                             
152 Penjelasan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
153
 
b. Kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam bertanggung jawab atas 
kerugian yang diperoleh konsumen akibat dari kesalahan atau kelalaian 
pegawai maupun pengurus pelaku usaha jasa keuangan terdapat dalam Pasal 
29 dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
154
 
c. Kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam hal pemberian fasilitas 
pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat 
kelalaian atau kesalahan pelaku usaha jasa keuangan terdapat dalam Pasal 32 
sampai dengan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
155
 
d. Kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam hal pengawasan dan 
pengendalian internal perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah 
sebagai berikut: 
a)   Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi 
direksi atau pengurus jasa keuangan dalam rangka perlindungan 
konsumen. 
b)   Pelaku usaha jasa keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk 
menjamin optimalisasi pengawasan direksi atau pengurus jasa keuangan 
terhadap ketaatan pelaksanaan peraturan-peraturan jasa keuangan. 
c)   Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan 
dan prosedur tertulis perlindungan konsumen yang dituangkan dalam 
standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam 
seluruh kegiatan operasional pelaku usaha jasa keuangan.  
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d)   Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal 
terkait perlindungan konsumen yang mencakup kepatuhan pelaku usaha 
jasa keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan 
konsumen dan sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut 
pengaduan konsumen.
156
  
 
3. Larangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
Terdapat beberapa larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam hal 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sesuai dengan POJK Nomor 
1/POJK.07/2013, yaitu: 
a) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis 
tanpa persetujuan dari konsumen sektor jasa keuangan (Pasal 10).   
b) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran 
produk dan/atau layanan yang memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak 
memiliki keputusan (Pasal 17).  
c) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang memaksa konsumen untuk membeli 
produk dan/atau layanan lain dalam suatu paket produk dan/atau layanan 
(Pasal 18 ayat (2) poin a). 
d) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau 
layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi 
pribadi tanpa persetujuan konsumen (Pasal 19). 
e) Dalam hal perjanjian baku (Pasal 22 ayat (3)), pelaku usaha jasa keuangan 
dilarang: 
(1)  Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha 
jasa keuangan kepada konsumen; 
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(2)  Menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak  
pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk 
dan/atau layanan yang dibeli; 
(3)  Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa 
keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkkan oleh 
konsumen, kecuali tindakan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 
(4)  Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku  
usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk 
dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung 
jawab pelaku usaha jasa keuangan; 
(5)  Memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi 
kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan 
konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan; 
(6)  Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, 
lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku 
usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk 
dan/atau layanan yang dibelinya; 
(7)  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa 
keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 
jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran.  
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f) Pelaku usaha jasa keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan 
dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali 
konsumen memberikan petunjuk persetujuan secara tertulis dan diwajibkan 
oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 31).  
g) Dalam hal pengajuan pengaduan, pelaku usaha jasa keuangan dilarang 
mengenakan biaya apapun kepada konsumen (Pasal 33).
157
  
 
4. Fasilitas Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan 
Dalam Pasal 32 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa pelaku 
usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian 
pengaduan tersebut wajib diberitahukan kepada konsumen. Selanjutnya Pasal 39 
menyatakan bahwa ketika tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku 
usaha jasa keuangan, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui 
pengadilan maupun di luar pengadilan.
158
 
Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen 
merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh pelaku usaha jasa 
keuangan. Adanya mekanisme tersebut berarti mengharuskan pelaku usaha jasa 
keuangan memiliki satu unit kerja yang berfungsi dalam menangani dan 
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menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen yang kewenangannya sudah 
diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
159
 
Pelaku usaha jasa keuangan harus segera menindaklanjuti pengaduan yang 
diterimanya dengan tetap mentaati kode etik pelaku usaha jasa keuangan dalam 
memberikan pelayanan kepada konsumen. Pengaduan dan tindak lanjut pelaku 
usaha jasa keuangan terhadap pengaduan konsumen selanjutnya wajib dilaporkan 
juga kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan 
fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap jasa keuangan.  
Selanjutnya setelah menerima pengaduan konsumen tersebut, wajib bagi 
pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut. Apabila 
pengaduan tersebut benar, bahwa konsumen terbukti menerima kerugian dari 
produk atau layanan pelaku usaha jasa keuangan, maka pelaku usaha jasa 
keuangan wajib menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi atau 
perbaikan produk atau layanannya kepada konsumen.
160
  
Apabila penyelesaian pengaduan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan 
konsumen tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu yang ditentukan, maka 
konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan maupun di 
luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui 
lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan dengan tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa konsumen, maka konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada 
                                                             
159 Ibid.  
160 Ibid. 
83 
 
 
 
OJK untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku 
usaha jasa keuangan.
161
  
 Pengaduan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa 
keuangan tersebut disampaikan kepada Anggota Dewan Komisioner yang 
membidangi edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. 
Pengaduan yang diajukan merupakan pengaduan yang bersifat keperdataan dan 
belum pernah difasilitasi oleh OJK sebelumnya disampaikan kepada OJK tidak 
boleh melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian 
pengaduan disampaikan pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen.
162
  
Pemberian fasilitas oleh OJK dalam hal penyelesaian sengketa konsumen 
hanya diperuntukkan bagi konsumen yang mengalami kerugian finansial di bidang 
perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan 
gadai atau peminjaman, paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) serta di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp. 750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pemberian fasilitas oleh OJK dilakukan oleh 
fasilitator OJK yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa dengan upaya 
mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang 
permasalahan agar memperoleh kesepakatan penyelesaian.
163
 
Penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha jasa keuangan dengan 
konsumen yang diselesaikan melalui pemberian fasilitas oleh OJK, maka pelaku 
usaha jasa keuangan dan konsumen harus tunduk dan patuh pada aturan fasilitasi 
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yang ditetapkan oleh OJK. Pelaksanaan proses fasilitasi OJK dilaksanakan dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Akta Kesepakatan antara 
pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen menandatangani perjanjian fasilitasi 
OJK.
164
 
Dari proses fasilitasi tersebut, apabila antara pelaku usaha jasa keuangan dan 
konsumen mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, maka kesepakatan 
tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh konsumen 
dan pelaku usaha jasa keuangan. Namun, jika tidak mencapai kesepakatan dalam 
penyelesaian sengketa konsumen, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan 
dalam berita acara hasil fasilitasi OJK yang ditandatangani oleh konsumen dan 
pelaku usaha jasa keuangan.
165
  
 
5. Pengawasan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan 
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi 
pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan 
kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan 
perlindungan konsumen. Pengawasan tersebut berbentuk pengawasan secara 
langsung maupun tidak langsung.  
a) Pengawasan langsung  
Pengawasan langsung oleh OJK dapat berupa pemeriksaan umum dan 
pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 
keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank 
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terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, dengan dilakukannya 
pengawasan langsung tersebut OJK dapat mengetahui apakah ada praktik-
praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank atau 
tidak.
166
  
b) Pengawasan tidak langsung  
Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan 
seperti laporan berkala yang disampaikan bank kepada OJK, laporan hasil 
pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, jika diperlukan,  
OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank maupun pihak lain yang 
meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi 
hingga pihak yang menjadi debitur bank tersebut. Selain itu OJK dapat 
menugaskan lembaga lain atas nama OJK untuk melaksanakan tugas 
pemeriksaan terhadap bank.
167
   
Kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam hal produk deposito 
perbankan, sesuai dengan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK 
mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi dalam hal: 
a) Kelembagaan bank, yang meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai 
kegiatan penghimpunan dana deposito yang dilakukan oleh bank serta 
kegiatan usaha lainnya di bidang jasa.  
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b) Kesehatan bank, meliputi laporan bank yang terkait dengan kegiatan usaha 
bank serta kesehatannya, termasuk di dalamnya laporan kegiatan 
penghimpunan dana deposito.  
c) Kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip 
mengenal nasabah serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan 
perbankan. 
Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu prinsip yang 
menyatakan bahwa bank dalam menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan usahanya 
wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang 
dipercayakan kepada bank. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar 
bank selalu dalam keadaan sehat dan baik dalam menjalankan usahanya dan 
mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia 
perbankan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem 
perbankan.
168
  
Dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan 
terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen, OJK dapat meminta data 
dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan 
ketentuan perlindungan konsumen tersebut. Permintaan data dan informasi 
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konsumen oleh OJK dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika 
diperlukan.
169
 
Bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam 
perlindungan konsumen ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa 
peringatan tertulis, denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, 
pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin 
kegiatan usaha. Sanksi berupa denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah 
uang tertentu, selanjutnya akan ditetapkan oleh OJK berdasarkan ketentuan 
tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa 
keuangan. Penggunaan sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan dengan atau tanpa 
didahului pengenaan sanksi secara tertulis maupun dikenakan secara tersendiri 
atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
170
   
 
6. Kasus Perlindungan Konsumen Deposito Perbankan 
a. Kasus Pemalsuan Bilyet Deposito BTN  
Pada awal tahun 2017, muncul kasus pemalsuan bilyet deposito BTN senilai 
255 miliar rupiah yang dilakukan oleh sindikat kejahatan bank dan melibatkan 
oknum Kepala Kantor Kas BTN. Kasus ini bermula dari salah satu perusahaan 
korporasi yang menjadi nasabah deposito tidak bisa mencairkan dana depositonya. 
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Pihak bank menyatakan bahwa penempatan dana tersebut terdaftar sebagai 
nasabah rekening giro dan sudah dilakukan penarikan.
171
 
Setidaknya ada empat perusahaan korporasi yang menjadi korban dari kasus 
ini, yaitu PT Surya Artha Nusantara Finance, PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, 
Asuransi Umum Mega, seta Global Index Investindo. Selanjutnya perusahaan 
korporasi tersebut melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian serta mengadukan ke 
Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan tidak ada respon baik dari bank dalam 
menanggapi dan menyelesaikan kasus ini. Direktur Keuangan SAN Finance 
mengatakan bahwa, pada tanggal 8 Februari 2017, Otoritas Jasa Keuangan sudah 
mempertemukan perusahaan dengan bank, namun pada akhirnya tidak mencapai 
kesepakatan. Pihak bank beralasan bahwa BTN merupakan bank pemerintah, 
apabila harus menanggung semua kerugian nasabah dikhawatirkan akan ada 
pemeriksaan dari KPK atau Tipikor.
172
  
Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK, Irwan Lubis, mencatat 
setidaknya ada tiga hal yang dilanggar oleh BTN. Pertama, ketentuan mengenai 
pentingnya mengetahui secara rinci nasabahnya, di antaranya dengan mewajibkan 
pembukaan rekening dilakukan secara tatap muka. Sementara BTN 
menghilangkan prosedur ini. Kedua, pengendalian internal yang tidak berjalan. 
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Ketiga, adanya indikasi kuat terjadinya konspirasi antara pegawai bank dengan 
mediator pemilik dana.
173
   
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon 
menjelaskan bahwa BTN telah melanggar aturan internal perbankan, yaitu dengan 
memberikan wewenang lebih kepada kepala kantor kas-nya untuk melayani 
pembuatan rekening baru, padahal kantor kas seharusnya hanya melayani setoran 
dan pembayaran. Lebih tepatnya, BTN dinilai telah melanggar prinsip kehati-
hatian bank.
174
  
Terkait hal ini, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada BTN. Otoritas Jasa 
Keuangan melarang seluruh kantor kas BTN untuk melayani pembukaan semua 
jenis rekening baru, baik tabungan, giro maupun deposito untuk sementara waktu. 
Selain itu, OJK juga melarang kantor kas BTN mencari sumber dana lewat jasa 
tenaga pemasaran. Larangan tersebut berlaku sampai dengan pengendalian 
internal bank membaik kembali. OJK juga melarang BTN membuka kantor 
cabang baru atau aktivitas baru lain sampai risiko operasional kembali normal.
175
  
OJK meminta BTN bisa melakukan pembenahan pada tata kelola bank dan 
proses bisnisnya. Selain itu, BTN juga diminta meningkatkan pengendalian 
internal. OJK juga mengingatkan perbankan untuk memperkuat manajemen 
pengelolaan tindak kejahatan perbankan (fraud management). Direktur Utama 
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BTN, Maryono mengatakan bahwa pihaknya sudah menindak tegas karyawan 
yang terlibat dalam kasus penipuan dana nasabah tersebut. Bahkan yang terlibat 
dalam kasus ini akan dikenakan sanksi juga.
176
  
Hingga Maret 2017, BTN telah mengembalikan kerugian korban sebesar 140 
miliar. Dana tersebut berasal dari rekening giro milik oknum BTN yang terlibat 
dalam kasus pemalsuan bilyet deposito. BTN memiliki program manajemen anti 
fraud dengan melakukan pencegahan, deteksi, investigasi dan pemantauan serta 
tindak lanjut. Untuk itu, Maryono menyarankan agar nasabah lebih berhati-hati 
dalam bertransaksi dan tetap berkomunikasi dengan beberapa cabang BTN 
terdekat.
177
   
 
b. Kasus Penggelapan Dana Deposito 
Salah satu pegawai kontrak Bank Tabungan Negara (BTN) di Banyuwangi 
menjadi tersangka sekaligus pelaku dalam kasus penggelapan dana deposito. 
Pegawai kontrak BTN tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Banyuwangi oleh 
dua nasabah BTN, Purwanto dan Rindar, dan telah dijatuhi hukuman selama 1 
tahun 4 bulan penjara. Dana nasabah yang digelapkan mencapai 6 miliar rupiah, 
yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
178
 Dari kasus penggelapan 
dana deposito ini pihak kepolisian mendapatkan barang bukti berupa satu unit 
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mobil Honda Freed warna putih Nopol P 481 YQ serta satu unit motor Kawasaki 
Ninja 250 warna merah Nopol P 3382 tahun 2015.
179
 
Pada Februari 2015, Purwanto melakukan dua transaksi deposito melalui 
pelaku. Transaksi pertama bernilai 1 miliar, sedangkan transaksi kedua bernilai 5 
miliar rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2017. Transaksi 
tersebut dilakukan dengan cara transfer bank dari BRI ke BTN. Saat jatuh tempo, 
dana deposito korban tidak kunjung dicairkan oleh pelaku. Pelaku selalu berbelit 
ketika ditagih dan beralasan bahwa ada gangguan sistem bank di tempat pelaku 
bekerja.
180
 
Beberapa waktu kemudian, Purwanto menerima transfer uang senilai 5 miliar 
rupiah di rekening miliknya yang berasal dari pelaku. Namun, tidak lama 
kemudian diketahui bahwa uang tersebut bukanlah dana deposito miliknya. Dana 
tersebut adalah dana nasabah lain, Rindar; yang juga melakukan transaksi 
deposito di BTN melalui pelaku. Lebih lanjut, dana tersebut berasal dari cek 
Rindar yang diberikan oleh pelaku untuk didepositokan. Namun oleh pelaku cek 
tersebut malah dicairkan dan kemudian ditransfer ke rekening milik Purwanto. 
Sementara itu, uang Purwanto yang sebelumnya ternyata sudah habis digunakan 
untuk pelaku. Informasinya, uang Purwanto sudah ditarik menggunakan ATM 
fiktif dan surat kuasa yang dipalsukan tanda tangannya oleh pelaku.
181
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Menurut salah satu kuasa hukum korban, BTN tidak melakukan SOP 
(Standar Operation Procedure) secara baik dan benar. Hal itu terbukti dengan 
tidak adanya konfirmasi maupun validasi bagi nasabah deposito. Selain itu, 
pegawai bank juga tidak kunjung memberikan sertifikat deposito sampai tanggal 
jatuh tempo. Selain itu, kurangnya pengawasan BTN terhadap SDM yang 
dimilikinya, juga menjadi salah satu faktor adanya kasus penggelapan yang 
dilakukan oleh salah satu pegawainya.
182
 
Setelah mengetahui kabar ini, BTN langsung mengirimkan tim audit untuk 
memeriksa kasus yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banyuwangi 
tersebut. BTN telah berkomitmen untuk taat pada peraturan-peraturan yang ada, 
baik peraturan internal maupun eksternal. Secara internal, BTN akan memberikan 
sanksi kepada pegawainya apabila memang melanggar aturan yang ada. Selain itu, 
BTN akan terus memperbaiki sistem yang dimilikinya agar dapat tetap 
menjalankan bisnisnya pada role GCG (Good Coorporate Governance).
183
  
Meskipun korban penggelapan dana deposito mengadukan kasus ini ke Otoritas 
Jasa Keuangan, namun Otoritas Jasa Keuangan tidak ikut turun tangan dalam 
menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan kasus tersebut akibat dari 
lemahnya pengawasan internal bank, meskipun aturan-aturan perbankan serta 
manajemen fraud telah diterapkan. Otoritas Jasa Keuangan hanya mengingatkan 
agar seluruh perbankan tetap menerapkan manajemen fraud yang telah diberikan 
                                                             
182 Ardian Fanani, “Korban Penggelapan Deposito di Banyuwangi Mengadu ke OJK dan BI”, 
dikutip dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3438278/korban-penggelapan-deposito-di-
banyuwangi-mengadu-ke-ojk-dan-bi, diakses 27 Juni 2018.  
183 Budi Sugiharto, “Dugaan Penggelapan Deposito di Banyuwangi, Ini Penjelasan BTN”, 
dikutip dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3438246/dugaan-penggelapan-deposito-di-
banyuwangi-ini-penjelasan-btn, diakses 26 Juni 2018.  
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oleh OJK secara baik dan benar serta lebih baik lagi dalam melaksanakan 
pengawasan internal bank agar selanjutnya tidak terjadi kasus yang sama. 
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BAB IV 
ANALISIS MAS}LAH{AH MURSALAH TERHADAP PERLINDUNGAN 
KONSUMEN DEPOSITO MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA 
KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN 
 
A. Aspek – Aspek Perlindungan Konsumen menurut Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan peraturan pertama 
yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk nyata dan 
keseriusan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen sektor jasa 
keuangan. Secara hukum normatif, peraturan tersebut diberlakukan sesuai dengan 
Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Inti dari pasal tersebut adalah tujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal 
perlindungan konsumen dan masyarakat selanjutnya akan diatur dalam peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan.   
Dalam hubungannya dengan undang-undang perlindungan konsumen, 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 merupakan salah satu 
contoh peraturan yang lahir setelah adanya undang-undang perlindungan 
konsumen yang juga akan memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen di 
Indonesia, khususnya dalam lingkup sektor jasa keuangan. Setelah ditelaah lebih  
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lanjut, menurut penulis, kedua peraturan tersebut sama-sama dibentuk dengan 
tujuan untuk: 
1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung keterbukaan 
informasi dan kepastian hukum. 
2. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari kegiatan pelaku usaha yang 
menipu maupun kegiatan lain yang menyebabkan kerugian konsumen. 
3. Melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan.   
Hal-hal pokok yang diatur dalam POJK tersebut juga tidak berbeda dengan 
undang-undang perlindungan konsumen, yaitu memuat tentang hak dan kewajiban 
pelaku usaha serta konsumen, larangan pelaku usaha, penyelesaian sengketa 
antara konsumen dengan pelaku usaha serta sanksi bagi pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan tentang perlindungan konsumen tersebut. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tidak bertentangan maupun 
melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Menurut penulis, dalam hal produk deposito perbankan, aspek perlindungan 
bagi konsumen sektor jasa keuangan yang ada dalam POJK Nomor 
1/POJK.07/2013 adalah sebagai berikut: 
1. Aspek Transparansi  
Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai produk 
dan/atau layanan deposito kepada konsumen, secara jelas, lengkap dengan 
bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
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2. Aspek Perlakuan yang Adil  
Pelaku usaha jasa keuangan wajib memperlakukan seluruh konsumen secara 
adil dan tidak diskriminatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan 
Pasal 18 serta Pasal 23 dan 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.   
3. Aspek Keandalan  
Pelaku usaha jasa keuangan harus memberikan layanan yang akurat melalui 
sistem, prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal dalam 
melaksanakan seluruh kegiatan perbankan. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 
dan 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.   
4. Aspek Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen 
Pelaku usaha jasa keuangan harus melakukan tindakan perlindungan, menjaga 
kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta hanya 
menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh 
konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal 
ini tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.   
5. Aspek Penanganan Pengaduan serta Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan tindakan pelayanan dan/atau 
penyelesaian pengaduan dari konsumen. Selain itu pelaku usaha jasa 
keuangan wajib melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi 
dengan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan. 
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Tindakan pelayanan pengaduan serta penyelesaian sengketa harus dilakukan 
secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Hal ini tercantum dalam Pasal 
32 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.   
Aspek perlindungan konsumen dalam hal produk deposito perbankan 
sebenarnya sama dengan aspek perlindungan konsumen dalam hal produk 
dan/atau layanan perbankan lainnya. Hal itu dikarenakan POJK tersebut dibuat 
dan diberlakukan secara umum dan menyeluruh untuk setiap kegiatan perbankan 
yang ada. 
Selain itu dalam sistematika peraturan tersebut tidak disebutkan khusus 
mengenai perlindungan konsumen dalam produk dan/atau layanan perbankan 
tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 1/POJK.07/2013 dapat diberlakukan bagi segala macam bentuk kerugian 
konsumen yang timbul akibat kelalain atau kesalahan pelaku usaha jasa keuangan 
dalam menjalankan kegiatan produk dan/atau layanannya. 
Meskipun berbagai aturan perbankan telah dikeluarkan dan diterapkan oleh 
pelaku usaha jasa keuangan agar dapat mencegah tindakan-tindakan kejahatan 
yang dapat merugikan bank maupun nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, 
akan tetapi berbagai macam kasus perbankan yang merugikan konsumen dan 
masyarakat terus terjadi. Sebagai contohnya adalah kasus pemalsuan deposito dan 
penggelapan dana deposito di tahun 2017 yang menimpa BTN.  
Menurut analisis penulis dari kasus pemalsuan bilyet deposito, pihak BTN 
sebenarnya telah melanggar Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
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1/POJK.07/2013. Pasal tersebut menyatakan bahwa bank wajib memberikan 
laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset 
atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu dan dengan cara atau sarana 
sesuai dengan perjanjian dengan konsumen.
184
  
Selain itu, kasus pemalsuan bilyet deposito di Kantor Kas BTN Jakarta dan 
Bogor, terjadi karena adanya penyalahgunaan jabatan oleh pejabat bank. Pejabat 
bank menggunakan jabatannya untuk mendapatkan nasabah deposito dengan 
dibantu oleh pegawai bank serta oknum kejahatan perbankan. Setelah itu pejabat 
dan pegawai memanipulasi data, proses serta kelengkapan lain produk deposito, 
termasuk memalsukan sertifikat deposito. Hal itu telah melanggar Pasal 49 ayat 1 
poin c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang intinya menerangkan 
bahwa pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan maupun 
menyembunyikan dokumen, laporan, rekening maupun pembukuan suatu kegiatan 
usaha bank maka akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangya 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
 185
  
Selain itu, BTN juga telah gagal dalam melaksanakan Pasal 30 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013. Salah satu poin dalam Pasal 30 
                                                             
184 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431). 
185 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790). 
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POJK menerangkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib mencegah 
pengurus, pengawas dan pegawainya dari menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya 
yang dapat merugikan konsumen.
186
 Namun kenyataannya pemalsuan bilyet 
deposito dan penggelapan dana deposito sama-sama dilakukan oleh pegawai bank 
itu sendiri. Artinya pengendalian internal bank dalam bank tersebut tidak berjalan 
dengan baik.  
Pengendalian internal dalam perbankan sangatlah penting dilakukan karena 
adanya berbagai risiko tanggung jawab bank dalam mengamankan aset bank. 
Ditambah lagi dengan adanya keterbatasan para pekerja, pegawai maupun 
manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsi perbankan.
187
 Apabila 
pengendalian internal dilakukan dengan baik, maka akan mempermudah bank 
dalam mengawasi dan menjalankan tugas perbankan. Pengendalian interal juga 
dapat membuat berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat terungkap dan 
diselesaikan dengan baik.   
Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi berupa larangan pembukaan 
rekening baru melalui kantor kas BTN, meminta bank BTN untuk memperkuat 
manajemen pengelolaan tindak kejahatan perbankan (fraud management) yang 
sudah ada, serta OJK juga akan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap 
                                                             
186 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431). 
187 “Pengertian Internal Control Dalam Perbankan”, dikutip dari   
http://www.belajarakuntansionline.com/pengertian-internal-control-dalam-perbankan/, diakses 4 
Juli 2018.  
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harga saham BTN. Apabila hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi lainnya 
yang lebih serius bagi bank BTN.
188
            
Kasus BTN Banyuwangi menurut penulis telah melanggar Pasal 26 Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, yang menyebutkan bahwa 
pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk 
kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan 
konsumen.
189
 Namun hingga jatuh tempo pencairan dana deposito, pegawai bank 
tidak memberikan bukti kepemilikan deposito serta selalu berbelit-belit ketika 
diminta untuk mencairkan dana deposito milik nasabah.          
Produk deposito adalah produk perbankan yang proses dan pelaksanaannya 
termasuk mudah dan sederhana. Nasabah hanya menitipkan dananya ke bank 
untuk disimpan, kemudian akan diambil kembali saat telah jatuh tempo. Namun, 
kebanyakan nasabah tidak mengetahui proses pelaksanaan produk perbankan 
secara benar dan menyeluruh. Dalam kasus penggelapan dana deposito di BTN 
Banyuwangi, korban sama-sama tidak mengetahui dan memahami bagaimana 
prosedur yang benar dan lengkap ketika melakukan transaksi deposito. 
Awalnya mereka hanya diminta untuk menempatkan dananya ke bank, 
kemudian dari pihak bank akan memberikan informasi kembali ketika proses 
transaksi deposito telah selesai. Padahal dalam standar pelaksanaan produk 
deposito, nasabah perlu melakukan konfirmasi ulang dan validasi data agar 
                                                             
188 Ellen May, “BTN Terkena Kasus Pembobolan, Bagaimana Sahamnya?”, detikFinance, 23 
Maret 2017: https://finance.detik.com/market-research/d-3454564/btn-terkena-kasus-pembobolan-
bagaimana-nasib-sahamnya, diakses 20 Februari 2018.  
189 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431). 
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transaksi deposito berhasil. Hal itu menjadi salah satu kelemahan nasabah yang 
dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk 
melakukan tindakan yang merugikan.  
Adanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman dari nasabah terhadap suatu 
produk perbankan, seolah-olah memberikan kesempatan kepada pegawai bank 
untuk dapat melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan nasabah. Padahal 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menyebutkan 
bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan segala informasi tentang 
suatu produk perbankan secara akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan serta 
selalu memberikan informasi terbaru mengenai perubahan atau perkembangan 
mengenai produk perbankan.
190
 
POJK sudah mengatur segala aspek mengenai tugas dan fungsi perbankan. 
Aturan POJK pun jelas dan harus diterapkan dalam perbankan. Akan tetapi dalam 
suatu kegiatan perbankan pasti terdapat kesempatan dan human weakness dari 
pejabat, pegawai, pekerja bank, maka tindakan merugikan nasabah yang 
dilakukan oleh pejabat, pegawai serta pekerja bank tetap terjadi. Upaya OJK 
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam jasa keuangan pun 
terus dilakukan secara bertahap.  
Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan yang 
mengatur tentang segala aspek perbankan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan  Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 
                                                             
190 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431). 
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Keuangan. Hal itu dilakukan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan dapat 
terlaksana secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu agar mampu 
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan serta 
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.    
Oleh karena itu, dengan adanya peraturan-peraturan jasa keuangan yang 
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan konsumen jasa keuangan mendapatkan 
kepastian hukum dan dilindungi kepentingannya dalam menggunakan produk 
dan/atau layanan jasa keuangan. Selama produk dan/atau layanan jasa keuangan 
tersebut mendapatkan pengesahan dari pihak otoritas dan terdapat aturan yang 
mengaturnya, maka konsumen yang dirugikan karena kesalahan maupun kelalaian 
pelaku usaha jasa keuangan dapat mendapatkan hak dan kewajibannya secara 
benar.     
 
B. Analisis Mas}lah{ah Mursalah  Terhadap Perlindungan Konsumen 
Deposito menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 
Mas}lah}ah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai 
dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang 
tidak ada ketentuan nash yang jelas, namun kejadian tersebut dapat membawa 
kepada suatu manfaat serta menghilangkan kemadaratan, maka itulah yang 
dinamakan mas}lah}ah mursalah. Tujuan utama dari mas}lah}ah mursalah adalah 
kemaslahatan yang memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. 
Sedangkan dikatakan mursalah adalah karena tidak ada kaidah syara’ yang 
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menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Al-Qur’an dan sunnah tidak mengatur 
tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam hal produk deposito 
perbankan. Tidak terdapat pula dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau 
melarang hal tersebut.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk agar dapat 
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
dan/atau layanan jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai 
kewajiban dan hak dasar dari pelaku usaha jasa keuangan serta konsumen. 
Sehingga diharapkan pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen dapat 
memperhatikan dan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan layanan jasa 
keuangan.  
Upaya perlindungan konsumen merupakan suatu upaya dalam melindungi 
kepentingan konsumen saat menggunakan layanan pelaku usaha. Adapun 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berarti melindungi kepentingan 
konsumen yang menggunakan berbagai fasilitas dan/atau layanan pelaku usaha 
jasa keuangan. Berbagai fasilitas dan/atau produk layanan pelaku usaha jasa 
keuangan berkaitan dengan kepercayaan konsumen dalam menitipkan maupun 
menempatkan dananya di pelaku usaha jasa keuangan. Hal itulah yang kemudian 
mengharuskan adanya suatu peraturan perlindungan konsumen sektor jasa 
keuangan agar dapat mempertahankan dan menjaga kepercayaan konsumen 
terhadap pelaku usaha jasa keuangan.  
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Peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan memang tidak ada 
nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak 
atau wajib mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. 
Tetapi masyarakat dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa pengaturan di 
sektor jasa keuangan bukan saja bermanfaat melainkan juga sangat diperlukan 
agar seluruh kegiatan jasa keuangan dapat berjalan baik dan benar serta dapat 
melindungi harta kekayaan konsumen akibat tindak kejahatan pelaku usaha jasa 
keuangan demi kelangsungan hidup kelak. Hal inilah yang menurut penulis 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut termasuk ke dalam kategori maslahat 
yang ‘ammah, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. 
Merujuk kepada kaidah fikih, peraturan tentang perlindungan konsumen 
dalam sektor jasa keuangan sejalan dengan salah satu kaidah yang berbunyi: 
 ِة َّمَعْلا ِةََحلْصَمْلِاب  طُْونَم ِةَّيِع َّرلا َىلَع ِماَمِلاا ُف ُّرَصَت  
“Kebijakan pemimpin atas rakyat berkaitan dengan maslahah umum”.191   
 
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa peraturan atau kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemimpin atau pemerintah tidak boleh mengabaikan kemaslahatan umum 
masyarakat. Termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pun dikeluarkan 
untuk memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Salah satu kekuasaan 
pemerintah adalah dengan memutuskan suatu perkara serta menentukan suatu 
peraturan atau kebijakan. Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
tujuan syara’, sesuai yang terkandung dalam maqa>s}id al-syari>’ah yang terdiri 
                                                             
191 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qowa’id Fiqhiyyah, 
(Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17.  
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dari perlindungan terhadap agama (al-di>n), akal (al-aql), jiwa (an-nafs), 
keturunan (al-nasl) dan harta (al-ma>l).  
 Selain itu, dalam salah satu kaidah fikih juga menyebutkan bahwa,  
 ِِحلاَصَمْلا ِبْلَج َىلَع  مََّدقُم ِدِسَافَمْلا ُءْرَد 
“yaitu meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan 
untuk mendatangkan sesuatu yang baik”192    
 
Maksud kaidah di atas adalah agar mengutamakan sesuatu yang baik untuk 
meninggalkan sesuatu yang akan membawa kepada yang buruk, meskipun masih 
terdapat beberapa madarat di dalamnya, akan tetapi madarat tersebut tidak sampai 
menimbulkan madarat yang dapat membinasakan kehidupan manusia. Dengan 
adanya peraturan perlindungan konsumen tersebut diharapkan dapat 
meninggalkan keburukan-keburukan seperti kecurangan maupun kejahatan di jasa 
keuangan, yang akan menyebabkan konsumen merugi dan membawa kemanfaatan 
bagi konsumen dengan menjamin kepentingannya selama menggunakan jasa 
keuangan.  
Menurut penulis, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ini 
termasuk ke dalam tingkatan mas{lah{ah h}a>jiyya>t karena dengan adanya 
peraturan tersebut kerusakan, kesulitan maupun kerugian yang nantinya bisa 
diperoleh oleh konsumen ketika menjadi nasabah dari produk, fasilitas atau 
layanan sektor jasa keuangan. Kerugian di sini bisa diperoleh konsumen dari 
adanya kecurangan maupun dari praktik perbankan, maupun kelalaian atau 
kesalahan lain pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan 
perbankannya.  
                                                             
192 Ibid. hlm. 19.  
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Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap perlindungan konsumen sektor jasa 
keuangan, sebagai berikut: 
a. Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah haruslah berupa maslahat yang hakiki, 
yaitu yang dapat dipastikan dan benar-benar akan mendatangkan manfaat atau 
menolak kemudaratan, bukan merupakan dugaan belaka. Adanya peraturan 
tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan agar dapat memberikan 
kepastian hukum dan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan maupun 
pelaku usaha jasa keuangan dalam melakukan kegiatan jasa keuangan. 
Kemanfaatan yang akan diperoleh dengan adanya peraturan ini adalah bahwa 
hak-hak konsumen sangat diperhatikan dan dijamin kepastiannya oleh 
pemerintah, sedangkan menolak kemudaratan disini adalah dengan 
diberlakukannya peraturan ini diharapkan kesulitan, kerugian, kecurangan 
maupun kejahatan dalam sektor jasa keuangan dapat dihilangkan sehingga 
kepercayaan masyakarat terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga demi 
menciptakan sistem keuangan, ekonomi dan perbankan nasional yang 
akuntabel, stabil dan transparan.   
b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, 
bukan kepentingan pribadi (mas}lah}ah al-‘ammah). Dalam hal ini, POJK 
Nomor 1/POJK.07/2013 bukan diperuntukkan untuk kepentingan perorangan 
saja maupun pihak-pihak tertentu, akan tetapi peraturan tersebut dikeluarkan 
oleh pemerintah untuk kepentingan umum masyarakat atau konsumen sektor 
jasa keuangan yang menggunakan fasilitas dan/atau layanan jasa keuangan. 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi 
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kepentingan konsumen sektor jasa keuangan saja, akan tetapi juga bermanfaat 
bagi seluruh masyarakat umum karena apabila tidak terdapat peraturan dalam 
perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dapat berdampak pada keadaan 
ekonomi dan perbankan nasional yang tidak stabil.  
c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan 
yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, sunah maupun ijma’. Dalam hal ini, harta 
dilindungi oleh syari’at dengan sempurna. Oleh karena itu, kepemilikan dan 
pengonsumsiannya harus dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang 
bat}il seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa: 29, 
                                  
                              
Artinya: 
“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) 
harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan 
sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka 
sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama 
sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”.193 
 
Dalam hal perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini maka sesuai 
dengan tujuan syara’ yaitu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap 
harta (al-muh}afaz}ah al-ma>l) sebagai penyangga kehidupan agar manusia 
dapat hidup aman dan sejahtera.    
d. Aspek transparansi dan adil dalam perlindungan konsumen sektor jasa 
keuangan sesuai dengan asas dan prinsip dalam perlindungan konsumen 
dalam hukum Islam. Hal itu sejalan dengan yang dituliskan dalam QS. Al-
                                                             
193 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 
84.  
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Baqarah: 282 yang mengandung prinsip keadilan dan transparansi dalam 
melakukan kegiatan muamalah.  
Sektor jasa keuangan merupakan sentrum dalam sebuah sistem perekonomian, 
sehingga kegagalan dalam mengelola sektor keuangan dapat melemahkan kinerja 
seluruh sistem perekonomian. Regulasi dan pengawasan terhadap sektor jasa 
keuangan juga menempati posisi penting untuk mengantisipasi pelanggaran yang 
mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan. Perkembangan di sektor 
keuangan akan memicu berbagai produk inovasi baru. Namun, inovasi yang 
dilakukan seringkali berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku karena desakan 
kompetisi yang ketat.   
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Aspek-aspek perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan menurut 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah aspek transparansi, 
aspek perlakuan yang adil, aspek keandalan, aspek kerahasiaan dan keamanan 
data/informasi, serta aspek penanganan pengaduan serta penyelesaian 
sengketa konsumen. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan khusus 
mengenai perlindungan konsumen dalam produk dan/atau layanan perbankan 
tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa, peraturan tersebut dapat 
diberlakukan untuk segala bentuk kerugian konsumen yang timbul akibat 
kelalain atau kesalahan pelaku usaha jasa keuangan dalam menjalankan 
kegiatan produk dan/atau layanannya. 
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah sesuai dengan syarat 
kemaslahatan yang ada, yaitu: 
a.   Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu harus berupa kemaslahatan yang 
hakiki, yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 
kemudaratan. Kemanfaatan yang akan diperoleh dengan adanya 
peraturan ini adalah bahwa hak-hak konsumen sangat diperhatikan dan 
dijamin kepastiannya oleh pemerintah, sedangkan menolak kemudaratan 
disini adalah dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan kesulitan, 
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kerugian, kecurangan maupun kejahatan dalam sektor jasa keuangan 
dapat dihilangkan sehingga kepercayaan masyakarat terhadap sektor jasa 
keuangan tetap terjaga demi menciptakan sistem keuangan, ekonomi dan 
perbankan nasional yang akuntabel, stabil dan transparan.   
b.   Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu hendaknya berupa kepentingan 
umum, bukan kepentingan pribadi. Sektor jasa keuangan merupakan 
sentrum dalam sebuah sistem perekonomian, sehingga dengan adanya 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diharapkan dapat 
mengantisipasi berbagai pelanggaran di sektor jasa keuangan yang dapat 
melemahkan kinerja seluruh sistem perekonomian.  
c.   Sesuatu yang dianggap mas}lah}ah itu tidak bertentangan dengan hukum 
atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas{ atau ijma’. QS. Al-Baqarah: 
188 serta QS. An-Nisaa’: 29 sebagai dasar nash adanya peraturan 
perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan sebagai upaya 
melindungi harta (hifz} al-ma>l).  
 
B. Saran 
1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan di 
sektor jasa keuangan diharapkan dapat lebih memperhatikan dan mengawasi 
pelaksanaan peraturan-peraturan jasa keuangan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha jasa keuangan.  
2. Pelaku usaha jasa keuangan diharapkan dapat lebih baik lagi dalam 
memperhatikan dan menerapkan berbagai peraturan di sektor jasa keuangan 
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agar dapat terciptanya sistem keuangan yang stabil serta perlindungan 
konsumen yang baik.  
3. Sebagai bentuk implementasi dari Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 1/POJK.07/2013, diharapkan pelaku usaha jasa keuangan dapat 
melaksanakan tugas dan edukasi tentang literasi keuangan dan perbankan 
kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami produk jasa keuangan 
secara baik dan benar. 
4. Dengan adanya peraturan-peraturan sektor jasa keuangan serta sistem 
informasi yang semakin baik dan komplit, diharapkan masyarakat dapat lebih 
cerdas memahami dan mengerti mengenai suatu produk dan/atau layanan 
sektor jasa keuangan. Selain itu juga diharapkan untuk lebih bijaksana dalam 
melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Hal itu sebagai upaya untuk 
mencegah bahkan menghilangkan kerugian yang dapat diderita di kemudian 
hari.    
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Lampiran 1 
SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: 1/POJK.07/2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu 
menetapkan Peratiran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan 
Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 
Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5253); 
   
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 
PERLIDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank 
Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank 
Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan 
Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan 
Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan 
usahanya secara konvensional maupun secara syariah.  
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya 
dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa 
Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar 
Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana 
Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan.  
3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen 
dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
  
 
 
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
6. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha 
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau 
Manajer Investasi. 
7. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan 
Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan 
Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek 
yang tidak terjual. 
8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan 
usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 
9. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola 
Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio 
investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan 
asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan 
usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
10. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada 
Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan 
memperoleh imbalan jasa. 
11. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang memberikan jasa 
penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa 
lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, 
menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening 
yang menjadi nasabahnya. 
12. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi yang 
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian, 
kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak 
ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti.  
13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi yang 
memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan 
dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang 
dipertanggungkan.  
14. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. 
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang 
modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan mengenai lembaga pembiayaan.  
16. Perusahaan Gadai adalah badan usaha yang didirikan untuk 
menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah dengan menerima 
barang bergerak sebagai jaminan. 
  
 
 
17. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di 
bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan 
penjaminan.  
 
Pasal 2 
Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:  
a. transparansi;  
b. perlakuan yang adil; 
c. keandalan;  
d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan 
e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen 
secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.  
 
 
BAB II 
KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SEKTOR JASA KEUANGAN 
Pasal 3 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad 
baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen 
mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 
 
Pasal 4 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau 
menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang 
akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.  
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.  
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:  
a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada 
Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;  
b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; 
dan  
c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain 
melalui iklan di media cetak atau elektronik.  
 
Pasal 5 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang 
terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau 
layanan.  
 
Pasal 6 
  
 
 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi 
kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan 
permohonan produk dan/atau layanan.  
(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi 
tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau 
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau 
penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-
undangan.  
 
Pasal 7 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, 
dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang 
mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:  
a.    memuat hak dan kewajiban Konsumen;  
b.   dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan  
c.    memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara 
hukum. 
(2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.  
(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, 
simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.  
(4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas 
istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang 
belum dipahami oleh Konsumen.  
(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus 
disandingkan dengan Bahasa Indonesia.  
 
Pasal 8 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan 
ringkasan informasi produk dan/atau layanan.  
(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-
kurangnya memuat:  
a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan  
b. syarat dan ketentuan.  
 
Pasal 9 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada 
Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen. 
 
Pasal 10 
  
 
 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi 
mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap 
produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan.  
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara 
otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan 
tertulis dari Konsumen.  
 
Pasal 11 
(1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian 
produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib 
menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk 
dan/atau layanan kepada Konsumen. 
(2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  
a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan  
b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha 
Jasa  Keuangan.  
 
Pasal 12 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada 
Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan 
ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian 
mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat 
dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan.  
(3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap 
persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau 
layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.  
(4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan 
pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen 
tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.  
 
Pasal 13 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan 
biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan. 
 
 
Pasal 14 
  
 
 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi 
dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen 
dan/atau masyarakat. 
(2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan 
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan 
edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat 
Edaran Otoritas Jasa Keuangan.  
 
Pasal 15 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara 
kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk 
dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(2) Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan:  
a. latar belakang Konsumen;  
b. keterangan mengenai pekerjaan;  
c. rata-rata penghasilan;  
d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan  
Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau  
e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi 
Konsumen 
 
Pasal 16 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara 
kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan 
ditawarkan kepada Konsumen. 
 
Pasal 17 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran 
produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan 
memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain 
dalam mengambil keputusan. 
 
Pasal 18 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau 
layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain 
(bundling product/service).  
(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau 
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :  
a.     Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen 
untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket 
produk dan/atau layanan tersebut; dan  
  
 
 
b.     Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan 
lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.  
(3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk 
dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, 
maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab 
Konsumen.  
 
Pasal 19 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk 
dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana 
komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. 
 
Pasal 20 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau 
menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk 
dan/atau layanan:  
a. nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan  
b. pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan 
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.  
(2) Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat 
dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang 
perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan.  
 
Pasal 21 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, 
dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen. 
 
Pasal 22 
(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian 
baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.  
(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:  
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;  
b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak 
menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen 
atas produk dan/atau layanan yang dibeli;  
  
 
 
c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang 
yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak 
tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya 
kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, 
bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;  
e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk 
mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi 
harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk 
dan layanan;  
f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara 
sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa 
Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang 
dibelinya; dan/atau  
g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak 
gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli 
oleh Konsumen secara angsuran.  
 
Pasal 23 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan pengurus/pegawai 
dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menghindari benturan 
kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan 
Konsumen.  
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan informasi 
mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan 
kepentingan. 
 
Pasal 24 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus 
kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus. 
 
Pasal 25 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, 
atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan.  
 
Pasal 26 
  
 
 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti 
kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen 
tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.  
 
Pasal 27 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada 
Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau 
kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau 
sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen. 
 
Pasal 28 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen 
sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Pasal 29 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian 
Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, 
pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang 
bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 
 
Pasal 30 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, 
pengawas, dan pegawainya dari perilaku:  
a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,  
b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat 
merugikan Konsumen. 
(2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib 
mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah 
ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada 
Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 
bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
 
Pasal 31 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, 
memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya 
kepada pihak ketiga. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam 
hal:  
a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau  
b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.  
  
 
 
(3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau 
informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak 
lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data 
dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis 
bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis 
dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk 
memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada 
pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan. 
(4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas 
pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen 
dalam bentuk surat pernyataan.  
 
Pasal 32 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan 
mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi 
Konsumen. 
(2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.  
 
Pasal 33 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun 
kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan. 
 
Pasal 34 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala 
adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa 
Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan 
pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila 
tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian 
laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari 
libur dimaksud.  
 
Pasal 35 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan 
menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah 
tanggal penerimaan pengaduan.  
(2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 
hari kerja berikutnya.  
  
 
 
(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  
a. kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan 
tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat 
terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala 
komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
tersebut; 
b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan 
penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan; dan/atau  
c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh 
Konsumen.  
(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada 
Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.  
 
Pasal 36 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau 
fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang 
diajukan Konsumen. 
(2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.  
(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang 
pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk 
menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.  
 
 
Pasal 37 
Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan 
melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki 
kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka 
penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pegawai 
lain. 
 
Pasal 38 
Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
wajib melakukan:  
a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan 
obyektif;  
b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan 
  
 
 
c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi 
(redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika 
pengaduan Konsumen benar.  
 
Pasal 39 
(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, 
Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan atau melalui pengadilan. 
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian 
sengketa.  
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga 
alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan 
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan.  
 
BAB III 
PENGADUAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN FASILITAS 
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA 
KEUANGAN 
Pasal 40 
(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi 
sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen 
kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan 
yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini 
Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan 
perlindungan Konsumen.  
 
Pasal 41 
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas 
Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi 
sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:  
1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, 
Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, 
atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah); 
  
 
 
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling 
banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah);  
b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan 
dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;  
c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian 
pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian 
tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 
d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang 
dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbritrase atau 
peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;  
e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;  
f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan; dan 
g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) 
hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang 
disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.  
 
Pasal 42 
Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam 
rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.  
 
Pasal 43 
Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi 
penyelesaian pengaduan. 
 
Pasal 44 
Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang 
memuat:  
a. kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang 
difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan  
b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  
 
Pasal 45 
(1) Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya 
Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 
  
 
 
Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44.  
(2) Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja 
berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan.  
 
Pasal 46 
(1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani 
oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
(2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut 
dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa 
Keuangan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan.  
 
BAB IV 
PENGENDALIAN INTERNAL 
Pasal 47 
(1) Direksi atau pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung 
jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.  
(2) Dewan Komisaris atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi 
atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan 
ini.  
 
Pasal 48 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan 
bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen.  
(2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib membentuk sistem pelaporan 
untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau pengurus 
terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini.  
 
Pasal 49 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan 
kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.  
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan 
dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan 
panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan.  
(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
  
 
 
 
Pasal 50 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian 
internal terkait dengan perlindungan Konsumen.  
(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya mencakup:  
a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan 
prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan  
b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut 
pengaduan Konsumen.  
 
BAB V 
PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
SEKTOR JASA KEUANGAN 
Pasal 51 
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan 
Konsumen.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.  
 
Pasal 52 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan 
Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa 
Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan 
perlindungan Konsumen.  
(2) Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan.  
 
BAB VI 
SANKSI 
Pasal 53 
(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar 
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan 
sanksi administratif, antara lain berupa:  
a. Peringatan tertulis;  
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;  
c. Pembatasan kegiatan usaha;  
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan  
e. Pencabutan izin kegiatan usaha.  
  
 
 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf 
d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului 
pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a.  
(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan 
pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
huruf d, atau huruf e.  
(4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang 
sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor 
jasa keuangan. 
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
masyarakat.  
 
BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 54 
Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib 
disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling 
lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
 
BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 55 
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan 
Konsumen di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  
 
Pasal 56 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki kelengkapan internal 
untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 
diundangkan.  
 
Pasal 57 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) 
tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR: 1/POJK.07/2013 
TENTANG 
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN 
 
I. UMUM  
Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan 
tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan 
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu 
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  
Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi 
informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat 
kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal 
produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa 
Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi 
(konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa 
keuangan, tindakan yang mencerminkan moral hazard dan belum optimalnya 
perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.  
Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan 
sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan 
Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai 
pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 
masyarakat pada sektor jasa keuangan.  
Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk 
dan/atau layanan, fee-based pricing minimum yang tidak merugikan Konsumen, 
serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan 
kemampuan Konsumen. 
Penerapan market conduct diterapkan secara seimbang antara 
menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban 
Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Market Conduct adalah 
perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan 
menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau 
layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.  
Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat 
diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan 
dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa 
keuangan (Market Confidence); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan 
untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan 
  
 
 
transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban 
dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, 
layanan, dan produk (Level Playing Field).  
Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang 
positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan 
yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. 
 
II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1 
Cukup jelas  
Pasal 2  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “transparansi” dalam huruf ini adalah 
pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada 
Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah 
dimengerti  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “perlakuan yang adil” dalam huruf ini 
adalah perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif 
(Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda 
berdasarkan suku, agama dan ras).  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “keandalan” dalam huruf ini adalah segala 
sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui 
sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang 
andal.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi 
Konsumen” dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan 
perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau 
informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan 
kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.  
Huruf e  
Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” dalam huruf ini 
adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan.Yang 
dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” adalah melaksanakan 
kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi. 
Pasal 3  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
  
 
 
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2) 
Sebagai contoh kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak 
menyampaikan alasan penolakannya adalah sebagai berikut:  
Calon Konsumen tabungan yang setelah dilakukan due dilligence 
ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang maka 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang, Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak diwajibkan untuk 
memberikan alasan penolakan (ketentuan anti tipping off). 
Pasal 7  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “bahasa lain” dalam ayat ini adalah bahasa 
yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang 
mudah dimengerti oleh Konsumen.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “bahasa asing” di ayat ini adalah bahasa 
asing yang digunakan dalam perjanjian internasional.  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
  
 
 
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas 
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas 
Ayat (2)  
Sebagai contoh larangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam 
memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan 
tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen adalah 
sebagai berikut:  
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bank mempunyai fasilitas short 
message system banking yang diberikan kepada nasabahnya tanpa 
persetujuan tertulis dengan memberikan tambahan biaya. 
Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “perubahan” dalam ayat ini adalah 
perubahan yang meliputi penambahan dan pengurangan manfaat, 
biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen 
dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan.  
Penyampaian informasi dapat dilakukan menggunakan sarana fisik 
maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Konsumen 
maupun dalam bentuk pengumuman.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Konsumen dianggap tidak menyetujui” 
dalam ayat ini adalah Konsumen yang menyatakan tidak setuju 
dalam waktu 30 hari kerja. Dalam hal Konsumen tidak setuju maka 
Konsumen tidak dikenakan ganti rugi atau penalti. Sebagai contoh, 
deposito yang terjadi perubahan suku bunga di tahun berjalan masa 
  
 
 
deposito sehingga apabila Konsumen tidak setuju maka Konsumen 
dapat memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan 
penalti.  
Ayat (4)  
Cukup jelas 
Pasal 13  
Dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan, 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan kewajaran biaya atau harga, 
dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan persaingan sehat 
dalam melakukan usaha.  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Penyelenggaraan edukasi dimaksudkan untuk meningkatkan 
literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan 
akses di sektor jasa keuangan kepada Konsumen dan/atau 
masyarakat  
Ayat (2)  
Pada prinsipnya laporan mengenai rencana penyelenggaraan 
edukasi dilaporkan setahun sekali yang pelaporannya diusahakan 
dijadikan satu dengan pelaporan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan misalnya pelaporan yang dilakukan oleh Perbankan 
dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).  
Penyampaian laporan tentang rencana penyelenggaraan edukasi 
dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan 
lainnya yang bersifat tahunan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas 
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Sebagai contoh memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan dan 
kemampuan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut:  
Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk 
Konsumen yang menempatkan dananya atau kreditur (suitability) sedangkan 
Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kemampuan yaitu konsumen 
yang meminjam dana atau debitur (affordability). 
Pasal 17  
Sebagai contoh, Konsumen yang sedang mengalami musibah anaknya sakit 
dan Konsumen sedang tidak mempunyai uang, pada saat yang bersamaan 
Konsumen ditawari oleh pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kredit Tanpa 
Agunan karena Konsumen tidak memiliki uangnya untuk biaya rumah sakit 
  
 
 
akhirnya Kredit tersebut diambil juga tanpa memikirkan kemampuan untuk 
membayarnya.  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Contoh ketentuan pada huruf b ini adalah Perusahaan 
Pembiayaan menawarkan paket layanan pembiayaan 
pembelian kendaraan bermotor dengan menambahkan 
layanan asuransi kerugian yang bekerja sama dengan 
Perusahaan Asuransi A.  
Perusahaan Pembiayaan dimaksud tidak dapat memaksa 
Konsumen untuk memilih layanan asuransi dari 
Perusahaan Asuransi A, namun Konsumen dapat memilih 
layanan asuransi selain Perusahaan Asuransi A. 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” dalam ayat ini adalah 
sarana komunikasi yang bersifat personal misalnya antara lain email, short 
message system, dan voicemail.  
Pasal 20  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “terdaftar” pada huruf ini adalah 
memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, 
pengesahan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa 
Keuangan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Pasal 21  
Keseimbangan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen 
telah memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan tidak 
menyesatkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dan 
menggunakan informasi dan dokumen tersebut semata-mata untuk 
kepentingan Konsumen.  
Keadilan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah 
sepakat untuk membayar produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha Jasa 
  
 
 
Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga harus memberikan produk 
dan/atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian.  
Sebagai contoh kewajaran dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan 
harga atau biaya yang dikenakan atas produk dan/atau layanan harus sesuai 
dengan biaya yang dikeluarkan.  
Pasal 22  
Ayat (1)  
Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 
perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, 
bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk 
menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara 
massal. 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mengeluarkan produk 
dan/atau layanan dilarang memuat klausula baku yang 
menyatakan bahwa produk dan/atau layanan yang 
digunakan Konsumen bukan merupakan tanggung jawab 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila terdapat 
permasalahan.  
Dalam Perjanjian penerbitan kartu kredit yang 
menyatakan:  
“Pemegang kartu membebaskan Penerbit Kartu Kredit 
dari tanggungjawab dan pemberian ganti rugi dalam 
bentuk apapun yang mungkin timbul dari dari keluhan, 
atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau 
kuasanya.”  
Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab yang 
secara hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, 
dibebankan kepada Konsumen melalui perjanjian.  
Huruf b 
Konsumen tidak dapat membatalkan pembelian produk 
dan/atau layanan dan meminta penyerahan uangnya 
karena produk dan/atau layanannya tidak sesuai dengan 
perjanjian.  
Contoh klausula baku pada perjanjian pengikatan jual 
beli rumah, yang menyatakan bahwa:  
“booking fee berlaku 7 hari dan apabila lewat 7 hari tidak 
melakukan pembayaran dianggap sudah mengundurkan 
diri dan developer berhak menjual kembali barang 
tersebut.”  
  
 
 
Huruf c  
Ketentuan ini menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan dapat melakukan tindakan sepihak atas benda 
yang diagunkan oleh Konsumen, jika antara Konsumen 
dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terikat perjanjian 
tersendiri yang bersifat accessoir terhadap perikatan 
pokok tentang pembelian produk dan/atau layanan jasa 
keuangan.  
Contoh:  
Jika dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang 
dibebani dengan jaminan fidusia, Pelaku Usaha Jasa 
Keuangan dapat melakukan eksekusi terhadap benda 
yang menjadi objek jaminan fidusia, tanpa persetujuan 
dari Konsumen pembiayaan, karena jaminan fidusia 
dilakukan berdasarkan undang-undang mengenai jaminan 
fidusia. 
Huruf d  
Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini 
adalah: “Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara 
lainnya dimana Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan 
bahwa suatu kerusakan atau kerugian secara langsung 
maupun tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih 
risiko-risiko yang dikecualikan diatur dalam ketentuan 
ini, maka merupakan kewajiban Konsumen untuk 
membuktikan sebaliknya.”  
Klausula baku semacam ini bertentangan dengan asas 
hukum pembuktian yang menyatakan bahwa siapa yang 
mendalilkan harus membuktikan.  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini 
adalah: 
Perjanjian pembukaan rekening baru di Pelaku Usaha 
Jasa Keuangan, yang menyatakan:  
“Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan beserta segala perubahan 
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
formulir aplikasi rekening ini.”  
Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada 
syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui 
sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui 
dan memahami syarat-syarat yang belum ada.  
Huruf g  
  
 
 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila melakukan 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan 
atas produk dan/atau layanan yang dibeli Konsumen 
secara angsuran, harus menggunakan surat kuasa terpisah 
dengan perjanjian pokoknya. 
Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” dalam pasal ini khusus dibatasi 
pada tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 tahun atau lebih.  
Yang dimaksud dengan “layanan khusus” dalam pasal ini antara lain adalah 
memberikan formulir yang menggunakan huruf braille.  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas 
Pasal 29  
Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah 
kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk 
kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  
Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas 
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas 
Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
  
 
 
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Ayat (1)  
Pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini termasuk jika setelah menerima pengaduan dari 
Konsumen terjadi sengketa, yaitu perbedaan pendapat antara 
Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terkait dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Ayat (1)  
Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui 
mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan.  
Sebagai contoh, jika Bank Kustodian menerima pengaduan dari 
Konsumen, nasabah pemegang rekening Efek, maka laporan 
beserta tindak lanjutnya disampaikan kepada Kepala Eksekutif 
Pengawas Pasar Modal.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
  
 
 
Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan mengajukan dokumen dalam ayat ini 
adalah pengajuan dokumen secara langsung datang ke kantor 
Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pengajuan dokumen secara 
tertulis.  
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas 
Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Huruf a  
Kerugian finansial yang dimaksudkan di sini adalah nilai sengketa.  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas 
  
 
 
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
  
 
 
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas 
Pasal 53  
Ayat (1)  
Jenis sanksi administratif ini merupakan jenis sanksi yang 
dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 
pelanggaran Peraturan OJK ini, dengan memperhatikan 
aspek pembinaan terhadap Pihak yang akan dikenakan 
sanksi dimaksud.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas 
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Yang dimaksud dengan “kelengkapan internal” pada ayat ini antara lain 
pedoman penetapan biaya atau harga produk dan layanan jasa keuangan, 
kode etik pelayanan Konsumen, peraturan tentang mekanisme pengaduan 
konsumen, standar prosedur operasi mengenai kebijakan dan prosedur 
tertulis perlindungan Konsumen, sistem pengendalian intern terkait dengan 
perlindungan Konsumen, serta unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani 
dan menyelesaikan pengaduan Konsumen.  
Pasal 57  
Cukup jelas 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5431 
